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“Dan  orang-orang  yang
berjihad  untuR, (mencari
Reridhaan) Kami, benar-benar
akan Rami tunjuRRan Repada
mereRa jalan-jalan Kami. Dan
Sesunggufinya Allaf  benar-
benar beserta orang-orang yang
berbuat  baik, (Q.5. Al
Ankabuut : 69)”
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PENGANTAR PENULIS

Penulisan buku ini berawal dari refleksi terhadap
realitas penegakan hukum dan keadilan di Indonsia.
Kondisi penegakan hukum yang telah menyimpang dan
diskriminatif, serta maraknya “jual beli” hukum karena
ketidak jujuran dari para penegak hukum menjadi bagian
dari setumpuk alasan mengapa buku ini disusun.

Melalui buku ini, penulis berusaha untuk mengajak
kepada semua pihak terutama penegak hukum untuk
melakukan reinventing terhadap sejarah kepemimpinan
Umar bin Khattab dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Setelah Rasulullah wafat, masa kepemimpinan khalifah
Umar bin Khattab seringkali. dipandang sebagai masa
keemasan Islam dalam hal penegakan hukum dan keadilan.
Model kepemimpinan yang diterapkan oleh Umar bin
Khattab serta kebijakan-kebijakan hukumnya telah menjadi
referensi bagi ummat Islam dalam penegakan hukum.

Terkait  dengan  hal  tersebut,  kerangka
membangkitkan kembalirsemangat keadilan, yang diusung
oleh Umar bin Khattab, maka-buku ini ditulis. Isi buku ini
jauh dari kesempurnaan, namun demikian paling tidak
diharapkan mampu memicu semangat para penegak
hukum untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya.

Pada dasarnya, keadilan secara hakiki merupakan
suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang
menegaskan bahwa yang ia pertimbangkan atas haknya
yang adil adalah sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial
yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui.
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Skala keadilan sangat beragam dari suatu negara ke negara
lain, dan masing-masing skala didefinisikan serta
diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial
masyarakat bersangkutan. Meskipun demikian, esensi dari
tujuan penulisan buku ini bukan berarti ingin menerapkan
dan meniru kebijakan Umar bin Khattab secara kaku,
melainkan untuk mengambil dan menerapkan nilai serta
semangat Umar bin Khattab dalam menegakkan hukum
dan keadilan pada masanya. Strategi kepemimpinan yang
diterapkan oleh Umar bin Khattab dapat menjadi model
sekaligus sebagai referensi dari para pemimpin dan
penegak hukum di Indonesia.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak
yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan
buku ini. Hanya dengan do’a kami dapat memberikan
apresiasi atas semua bantuan yang telah diberikan. Semoga
bermanfaat, amin.

Palopo, 17 Oktober 2020

Penulis
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HUKUM DAN KEADILAN

Penegakan hukum dan_ keadilan merupakan
keharusan dalam.kehidupan berbangsa dan benegara.
Apabila keduanya tegak, akan tercipta tatanan kehidupan
yang baik, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, semua
komponen, terutama penegak hukum harus menjadi garda
terdepan dalam penegakan hukum dan keadilan. Itulah
sebabnya jika aparat penegak hukum (law enforcement),
seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, atau lainnya,
menjadikan kekuasaannya' dan hukum yang dipegangnya
tidak berpihak pada keadilan, akan mendapatkan cercaan dan
kemurkaan dari-Nya. Bahkan bisa dibeli sehingga terjadi
kezaliman dengan memperjualbelikan keadilan. Akibatnya
adalah masyarakat tidak percaya lagi kepada hukum dan
akan terjadi _pelanggaran. hukum di_ tengah. kehidupan
masyarakat, 'kezaliman akan/merebak, hukum rimba akan
bangkit tanpa mengindahkan martabat manusia, kesemuanya
berimpilikasi pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat.!

Hukum dan keadilan merupakan nilai kehidupan
yang sangat dijunjung tinggi dan dijaga eksistensinya. Di era

'Abdullah Gymnastiar, Indahnya Keadilan, (Cet. I; Bandung:
Pustaka Grafika, 2002), h. 21
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modern, masyarakat sangat membutuhkan keadilan. Namun,
sangat disayangkan, keadilan sudah menjadi sesuatu yang
langka dan mahal di negeri ini. Oleh karena itu, untuk
meraih kehidupan yang bermartabat, keadilan mutlak
diperlukan dan karenanya perlu dijaga dan dilestarikan
eksistensinya.

Ketika merujuk Kkepada . nilai-nilai samawi, kita
menemukan instruksi Allah swt.. kepada para Nabi-Nya
untuk menyampaikan kepada ummat akan pentingnya
hukum dan keadilan dalam menyelesaikan persoalan yang
muncul di tengah kehidupan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah swt..:

Terjemahnya:

“Maka demi 'Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya)
tidak beriman hingga "mereka” menjadikan kamu
hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati
mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan
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mereka menerima dengan sepenuhnya”. (Q.S. Al-

Nisa’: 65).2

Dr. M. Shiddiq Al-Minsyawi dalam buku
“Kemuliaan Umar Ibnu Khaththab r.a.” menuliskan bahwa
masa keemasan penegakan hukum dan keadilan Islam adalah
pada masa Khalifah Umar r.a.. Khalifah Umar r.a. memiliki
berbagai kemuliaan, beliau-menjadi panglima perang di
berbagai pertempuran.- Dia mempunyai kontribusi besar
dalam penyebaran-agama Islam sejak periode awal, berbagai
pendapatnya- pernah direstui al-Qur’an dan lewat kedua
tanganya Islam tersebar luas. Nabi saw. pernah bersabda:

(Codeyis daxT 815y ) ;b O Loy O€ 3

Terjemahnya:

“Andaikata Nabi yang diutus sepeninggalku, pasti
Umar orangnya. (Hadits Riwayat Imam Ahmad dan
Tirmidzi).>”

Selain itu, Nabi saw. juga pernah bersabda:

) ood A5 agi ol 02 085 D15 0300 dsk (SUB e O
(G a15;

2Departemen Agama RIl, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:
Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur’an, 1990),
h.. 129.

$Muhammad Shiddig Al-Minsyawi, Kemuliaan Umar lbnu Khattab
r.a., (Rembang: Pustaka Anisah, 2003), h. 14.
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Terjemahnya:

“Di antara umat-umat terdahulu ada orang yang
diajak berdialog dengan Allah swt.. dan kalau ada
seorang di antara umatku, maka dia adalah Umar.
(Hadits Riwayat Imam Bukhari).*’

Demikian juga di dalam Ensiklopedia Islam, bahwa
pada masa Khalifah Abu - Bakar beliau selalu diangkat
sebagai penasihat sekaligus hakim dalam menangani
permasalahan-permasalahan hukum yang-timbul ketika itu.
Bahkan sebelum Abu Bakar wafat, Umar merupakan calon
tunggal Abu Bakar dan para sahabat, terbukti dan tercatat
dalam sejarah tahun 13 H/634 M. Umar dibai’at menjadi
khalifah. Dialah khalifah pertama dan satu-satunya yang
mendapat gelar Amirul Mukminin (panglima orang-orang
beriman). Sebagai khalifah, Umar dikenal sangat adil dalam
menjalankan pemerintahannya, ia tidak membedakan antara
tuan dengan budak, kaya dengan miskin, dan penguasa
dengan rakyat.®

Nabi Muhammad saw. pernah bersabda:
(As105) w72 o Ll o G o al
Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah swt.. telah menjadikan
kebenaran pada lisan dan hati Umar r.a. (Hadits
Riwayat Imam Ahmad).®”

“1bid

*Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, , (Cet. 1V; Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1997), h. 126

6 Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, Op.Cit., h. 13
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Di dalam kebijakannya, seorang gqadhi tidak
dibenarkan mengadili perkara di luar wilayah yuridisnya.
Khalifah Umar r.a. pernah berkata kepada salah seorang
gadhi, Abu Musa al-Asy’ari, yang isinya mengandung
penjelasan perkara di muka sidang. Di antaranya adalah
risalah yang disebut Dustur Umar yang ternyata disambut
dan diterima di kalangan ulama serta dihimpunlah dari
padanya pokok-pokok -hukum.”. Pernyataan tersebut di
antaranya:

B e 08B wlg B w P o 3R w0 o coar 4% Sl gt
o daies Ay LA day 8 sl O oy G| W
4

A BUEY oy 25 gy 40 Sy J3T 131 1gh0
kY s Siady gy (95 Lokina (B 4 o 1
LB G Chimds (o Y Slix 9 Uiy
S o o iy 2ddl o2 agdi m
P 5 5 U ol ek W a5 B iy
Terjemahnya:
" “Amma ba’du. Sesungguhnya memutuskan perkara

adalah fardlu yang dikokohkan dan sunnah yang harus
diikuti”;

® “Lalu pahamilah apabila diajukan kepadamu (suatu
perkara) dan putuskanlah apabila telah jelas
(kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya
bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya”.

" Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, (Cet.;
Surabaya: Bina llmu, 1993), h. 43
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“Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara)
dalam majlismu, dan pandanganmu, dan dalam
keputusanmu sehingga orang yang berpangkat tidak akan
mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah
tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu”.

“Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh). Sedang
sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak
(gugatan/tuduhan)”.

“Dan boleh- mengadakan perdamaian di antara kaum
muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang
haram dan yang mengharamkan yang halal”.®

Keadilan bisa diwujudkan dengan menyampaikan

suatu bentuk hak kepada orang yang berhak dengan
melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh
Allah swt.. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hukum
dan keadilan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini, sebagaimana pengadilan dalam Islam

pada masa Khalifah Umar r.a. tidak akan memberi hukuman
potong tangan bagi pencuri kalau keadaan masyarakat
sedang kacau dan terjadi kelaparan.® Padahal demikian jelas
bertentangan dengan nash al-Qur’a>n:

L 5= Ll I3alsls 33 5,201 G,LaTs
;7),&:-).3‘//0);&5 ﬁTwMLZQS

8lbid
°Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan

Hukum Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 1
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Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa
dan Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah :38).1%”

Dalam konteks ke-Indonesia-an, semangat Umar r.a.
untuk menegakkan keadilan berusaha diadopsi dan
diterapkan di Indonesia. Paling tidak hal tersebut dapat
dilihat dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan para
pejabat untuk mendaftarkan seluruh kekayaan yang dimiliki.
Kebijakan ini setidaknya menjadi langkah preventif untuk
menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan
tindakan korupsi. Hal ini jika tidak diantisipasi dapat
mengukuhkan peran korupsi dalam perusakan masyarakat
dan negara. Para koruptor adalah mafia peradilan, mereka
menggerogoti hukum, dengan mengatur perkara sesuai
dengan kehendaknya, mulai dari proses penyidikan dan
penuntutan, sampai penentuan hukum dan pemasyarakatan
terhukum, dikendalikan para koruptor melalui sistem
tersembunyi.

Dalam-perspektif hukum, keadilan dan kesejahteraan,
Umar r.a. adalah seorang pemimpin yang patut diteladani,
meski menjadi khalifah beliau tetap dekat dengan rakyatnya.
Di sebuah riwayat diceritakan bahwa dia berkeliling setiap

YDbepartemen Agama RI, Op.Cit., h. 165

11p3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat)
dan Kemitraan-Partnership, Korupsi di Negeri Kaum Beragama. lhktiar
Membangun Figih Anti Korupsi, (Cet.; Jakarta: T.Tp., 2004), h. 7
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malam mengamati keadaan rakyatnya, dia khawatir kalau di
antara mereka ada yang mengalami kesulitan, seperti sakit
atau kelaparan.?

Umar ibn Khattab r.a. sangat takut mengambil harta
kaum muslimin tanpa alasan yang kuat. Dr. Muhammad
Shiddiq Al-Minsyawi dalam bukunya Kemuliaan Umar Ibn
Khathab r.a. diuraikan bahwa ”pada suatu hari, istri Umar
r.a. membeli minyak-samin dengan harga enam puluh
dirham. Ketika Umar r.a. melihat ada minyak samin di
rumahnya, maka dia bertanya “Apa ini?” “Minyak samin ini
aku beli dengan uangku sendiri bukan dari uang belanjamu,”
jawab istrinya. “Demi Allah aku tidak akan mau minyak
samin sampai orang lain merasa kenyang dengannya,” kata
Umar r.a.3

Al-Qur’an memandang kepemimpinan sebagai
perjanjian llahi yang melahirkan tanggung jawab, menentang
kezaliman dan menegakkan keadilan. Sebagaimana firman
Allah swt..:

Terjemahnya:

12 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Op.Cit., h. 126
BMuhammad Shiddig Al-Minsyawi, Op.Cit., h. 62
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”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji’* Tuhannya
dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan),
lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman:
"Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi
seluruh manusia”. Ibrahim berkata: "(Dan saya
mohon juga) dari keturunanku"®. Allah berfirman:
"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".
(Q.S. Al-Bagarah :124).16”

Berangkat dari penjelasan ayat-ayat dan hadits
tentang hukum-dan keadilan di atas, penulis tertarik untuk
menelaah ‘bagaimana hukum dan keadilan ditegakkan di
masa Khulafa’ al-Rasyidin / sahabat Nabi dengan berbagai
permasalahan baru yang sebelumnya tidak terdapat di masa
Rasulullah SAW. Kajian dalam buku ini hanya memberikan
stressing pada penegakan hukum (law enforcement) dan
keadilan (justice) pada masa Khalifah Umar r.a., sedangkan
masa-masa sahabat yang lain akan diungkapkan hanya
sebagai data banding.

A. PENGERTIAN HUKUM

Hukum secara Kkebahasaan _berarti _menetapkan
sesuatu atas'-sesuatu atau” tidak menetapkannya (isba>tu
syain ‘ala> syain aw nafyun ‘anhu). Misalnya menetapkan,

14Ujian terhadap Nabi Ibrahim a.s. diantaranya: membangun Ka'bah,
membersihkan ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail,
menghadapi raja Namrudz dan lain-lain.

SAllah telah mengabulkan doa nabi Ibrahim a.s., Karena banyak di
antara rasul-rasul itu adalah keturunan nabi Ibrahim a.s.

16 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 32
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menetapkan sifat panas atas api dan menetapkan sifat dingin
atas es atau tidak menetapkannya.*’

Sementara dalam hukum Islam, hukum yaitu
sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah swt..
yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam
keseluruhan aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum
yang sama mengenai ibadah-dan ritual, sama seperti aturan-
aturan politik dan aturan-aturan hukum.

Ada sebagian para ahli yang mengatakan bahwa
hukum yang kita gunakan sekarang dalam bahasa Indonesia
berasal dari kata hukm (tanpa u antara huruf k dan m dalam
bahasa Arab) artinya norma atau kaidah. Yakni, ukuran,
tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk
menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.

Jadi, hubungan antara. perkataan hukum dalam
bahasa Indonesia dengan hukum dalam pengertian norma
dalam bahasa Arab itu memang erat sekali. Sebab setiap
peraturan apapun macam dan sumbernya mengandung
kaidah atau norma sebagai intinya.®

Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam,
manifestasi yang paling khas dari pandangan ‘hidup Islam,
intisari dari fslam'itu sendiri.’®

17 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Op.Cit., h. 129

BMuhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar limu Hukum dan
Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), h. 44

19Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, Cet. I, (Jogjakarta:
Penerbit Islamika, 2003), h. 1

10 *Hukum dan Keadilan*



Setiap pemeluk agama tentu merasakan dan
memahami bahwa persoalan hukum adalah sesuatu yang
sentral. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari kenyataan bahwa
tindakan mereka tidak lepas dari sorotan dan timbangan
hukum.

Dalam sistem hukum Islam, ada lima hukum atau
kaidah yang dipergunakan sebagai patokan untuk mengukur
perbuatan manusia, baik di bidang ibadah maupun di
masalah muamalah. Kelima jenis hukum tersebut disebut al-
Ahka>m al-Khamsah, yaitu (1) Ja>iz atau mubah/iba>hah;
(2) Sunnat; (3) Makruh; (4) Wajib; dan (5) Haram. Lima
jenis hukum ini, di dalam Kepustakaan Hukum Islam disebut
hukum takli>f.?°

Adapun pengertian hukum takli>f yaitu khitab
(perintah) = Allah swt... yang menuntut mukallaf untuk
mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan.?

B. PENGERTIAN KEADILAN

Keadilan adalah kata jadian dari kata adil yang
terambil dari bahasa Arab.adl. Kamus-kamus_bahasa Arab
menginformasikan kata ini pada mulanya berarti “sama”.
Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang
bersifat immaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
kata adil diartikan (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2)
berpihak pada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak
sewenang-wenang.

20 Muhammad Daud Ali, Op.Cit., h. 44
ZDewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Op.Cit., h. 129
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Keadilan diungkapkan oleh al-Qur’a>n antara lain
dengan kata-kata al- ‘adl, al-q}is}t}, al-miza>n, dan dengan
menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak
selalu menjadi antonim kezaliman. ‘4dl yang berarti “sama”
memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika
hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan.?

Menurut para ahli-. yang terangkum dalam
Ensiklopedi Islam bahwa keadilan adalah proses sekaligus
usaha mempersamakan entitas-entitas yang berbeda, dan
karena hubungan-hubungan itu bersifat kontekstual, keadilan
harus dipahami melalui penerapannya yang beragam dari
pada sebagai sebuah prinsip abstrak yang tunggal.

Jadi kalau dipahami secara individu bahwa individu
yang adil adalah orang yang kekuasaannya berpindah ke
tangannya dengan cara yang setepat-tepatnya, karena mereka
mengatur ikatan-ikatannya dengan orang lain atas dasar
kewajiban-kewajiban yang seimbang dan timbal balik.?

Pemahaman tentang keadilan juga dijelaskan oleh
Allah swt.. dalam Al-Qur’a>n:

Terjemahnya:

22M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas
Berbagai Persoalan Umat, Cet. XII, (Bandung: Mizan, 2001), h. 111
23 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Op.Cit., h. 124
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”Sesungguhnya Allah memerintahkan sikap adil dan
kebajikan dan pemberian bantuan kepada Kkarib
kerabat, serta mencegah perbuatan keji dan
kemungkaran dan laku angkara. la mewejang kamu
agar kamu mengingat-ingat”. (Q.S. Al-Nahl (16):
90).%

Dengan demikian, keadilan merupakan syarat bagi
terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan
masyarakat, dan_ sekaligus jalan . terdekat menuju
kebahagiaan ukhra>wi. Oleh karena itu, hukum dan keadilan
merupakan salah satu syarat yang terpenting dalam
kehidupan untuk menuntun interaksi sosial hingga mampu
menghindarkan dampak negatif bagi manusia.

Dari sini dapat ditarik makna bahwa adil merupakan
salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam
rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa
terkecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.

Cc. MACAM-MACAM HUKUM DAN KEADILAN

Di dunia, ada lima sistem hukum besar yang hidup
dan berkembang. Sistem-sistem hukum tersebut adalah (1)
Sistem Common Law, yaitu sumber-hukum yang-terdiri dari
yurisprudensi, konvensi (kebiasaan), perjanjian, dan tulisan
para praktisi hukum. Sistem ini dianut di Inggris dan bekas
jajahannya; (2) Sistem Civil Law, yaitu sumber hukum yang
berasal dari undang-undang (luas), tratat (perjanjian), doktrin
(pendapat para ahli), dan yurisprodensi. Sistem ini berasal

24 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 415
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dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa Barat Kontinental
dan dibawa ke negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya
oleh pemerintah Kolonial Barat dahulu; (3) Sistem Hukum
Adat di negara-negara Asia dan Afrika; (4) Sistem Hukum
Islam yang dianut oleh orang-orang Islam dimanapun
mereka berada; (5) Sistem Hukum Komunis/Sosialis yang
dilaksanakan di negara-negara komunis, seperti Uni Soviet.?

Dari kelima sistem hukum- tersebut, yang ada di
Indonesia yakni,hukum adat, hukum Islam, dan hukum
barat.?®

¢ Hukum Adat

Hukum adat telah berlaku di tanah di Indonesia.
Mulainya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi
dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua
sistem hukum lainnya,; -hukum adalah yang tertua
umurnya.

¢ Hukum Islam

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama
Islam disebarkan di tanah air. Pada waktu Islam datang
ke Indenesia belum ada kata sepakat di-antara para ahli
sejarah Indonesia. Ada yang mengatakan pada abad ke-1
Hijriyah atau abad ke-7 Masehi, ada pula yang
mengatakan pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13
Masehi Islam baru masuk Nusantara.

25 Muhammad Daud Ali, Op.Cit., h. 207
26 Ibid, h. 209
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¢ Hukum Barat

Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan
dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk
berdagang di Nusantara ini.

Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah
hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk
mengatur kepentingan-manusia sendiri dalam masyarakat
tertentu.?’

Adapun masalah hukum Islam yang dijelaskan dalam

buku Figh Siyasah Kepustakaan Politik Islam dikenal
dengan tiga jenis hukum, yaitu:

1.

Hukum syariat, yaitu hukum yang langsung ditetapkan
oleh Allah swt.. dan rasul-Nya dalam al-Qur’a>n dan
hadits. Secara tekstual, ketentuan tersebut pada dasarnya
bersifat abadi dan tidak berubah. Akan tetapi, interpretasi
terhadap keduanya berkembang dan bisa berubah.

Produk ijtihad atau hasil pemahaman para ulama
mujtahid terhadap dalil syariat yang disebut figih yang
mempunyai sifat berkembang dan menerima perbedaan
pendapat.

Hasil pemahaman Umara’ (pemerintah) terhadap dalil
tersebut yang disebut siyasah syar’iah dalam bentuk
berbagai peraturan perundang-undangan yang dalam
literatur politik Islam disebut hukum konuni.

Sedangkan mengenai keadilan, para pakar agama

mengemukakan keadilan punya empat makna. Pertama, adil

27 1bid, h. 43

*Penegakan Hukum dan Keadilan* 15



dalam arti “sama”. Anda dapat berkata si A adil, karena yang
anda maksud adalah bahwa dia memperlakukan sama atau
tidak membedakan seorang dengan yang lain. Tetapi harus
digaris bawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah
persamaan dalam hak.?® Sebagaimana tercantum dalam surat
Al-Nisa’ ayat 58:

Terjemahnya:

Sesungguhnya ~ Allah  swt.. menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh = kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan = adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah' adalah Maha mendengar lagi
Maha Melihat.(Q.S. An-Nisa: 58) ?°

Kata fadil’’ dalam ayat ini - bila diartikan “sama” —
hanya mencakup 'sikap dan perlakuan hakim pada-Saat proses
pengambilan keputusan. Penjelasan ayat ini menuntun sang
hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersangkutan
dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk,
penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel
penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan

28 Qurais Shihab, Op.Cit., h. 114
29 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 128
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mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan
sebagainya yang termasuk proses pengambilan keputusan.®

Kedua, adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan
ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat
beragam yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan
kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.

Ketiga, adil adalah perhatian terhadap hak-hak
individu dan memberikan hak-hak  itu kepada setiap
pemiliknya.

Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah SWT...
Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya
eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan
perolehan rahmat sewaktu dapat banyak kemungkinan untuk
itu.3t

Dari penjelasan di atas, bahwa keadilan dipahami
mencakup semua bidang kehidupan, baik aqidah, syari’ah,
hukum, akhlak, bahkan' cinta dan benci. Sebagaimana
penjelasan dalam Al-Qur’an:
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T Sl | AT ¥ |
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Terjemahnya:

%0 Qurais Shihab, Op.Cit., h. 114
81 Ibid, h. 117
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“Hai orang-orang Yyang beriman, jadilah kamu
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan
kerabatmu. Jika ia (yang tergugat atau terdakwa),
kaya atau miskin, maka Allah Ieblh utama dari
keduanya”. (Q. S. Al-Nisa’ : 135).%

Di dalam ayat lain juga diJeIaskan'

Terjemahnya:

““Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)
Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah'" Maha mengetahui/ apa = yang kamu
kerjakan’.(Q.S. Al-Maidah+8).33

Di dalam Tafsir Al-Munir karya Imam Nawawi
halaman 194 juz 2 berkaitan dengan ayat di atas, dijelaskan
bahwa sesungguhnya janganlah kamu membebani suatu
kaum yang melebihi batas-batas aturan tertentu, akan tetapi

32 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 144
%1bid, h. 159
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berbuat adillah terhadap mereka meskipun mereka berbuat
buruk terhadap kamu. Yang artinya: “Allah memerintahkan
semua makhluk untuk tidak bergaul atau melakukan sesuatu
kecuali atas jalan yuang lurus.”

Jadi, kebencian tidak boleh dijadikan alasan untuk
tidak berbuat adil, meskipun terhadap keluarga, kerabat atau
golongan tertentu, bahkan  terhadap muslim atau non-
muslim.

D. PANDANGAN ULAMA TENTANG HUKUM DAN
KEADILAN

Ulama ushul figih mendefinisikan hukum dengan
tuntutan Allah swt.. yang berkaitan dengan perbuatan orang
mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau menjadikan
sesuatu sebagai - sebab, Syarat, penghalang, sah, batal,
rukhs}ah atau az}imah.®*

Imam Al-Hamid (ahli ushul figih madzhab Syafi’i)
dalam mendefinisikan hukum mengganti kalimat “tuntutan
Allah swt..”

Sedangkan ‘menurutiulama figih“adalah akibat yang
timbul oleh tuntutan syariat berupa-al-wuju>b, al*mandu>b,
al-h}urmah, al-kara>h}ah, al-iba>h}ah. Akan tetapi
ulama ushul figih mengatakan, yang disebut hukum adalah
tuntutan syariat itu sendiri, yaitu dalil Al-Qur’an atau

3% Dewan Redaksi, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru
van Hoeve Jilid 2, Cet. IV, 2000, h.. 571.
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sunnah. Misalnya, Allah SWT... berfirman “Wa agi>mu as-
s}ala>h wa a>tu> az-zaka>h "%

Hukum menurut Abdurrahman yang tercatat dalam
Figh Siyasah ialah sama dengan siyasah, yaitu kebajikan
yang mengatur berbagai urusan umat atau dalam hal
pemerintahan, peradilan, dan lain-lain.

Menurut Prof. R. Subekti, S. H. yang tertulis dalam
buku Kamus Hukum- diantaranya, hukum kata Victor adalah
kebenaran dan-keadilan. Dan masih banyak pemahaman
tentang hukum menurut para pakar yang tidak / belum kami
jelaskan satu persatu.

Adapun adil menurut lbnu Qudamah, ahli figih
madzhab Hambali, bahwa keadilan merupakan sesuatu yang
tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada
Allah SWT...*

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami
bahwa Allah swt.. disebut sebagai Yang Maha Adil dan
Maha Bijaksana terhadap semua hamba-Nya, karena Allah
swt.. tidak mempunyai kepentingan apa-apa dari perbuatan
yang dilakukan hamba-Nya.*’

Menurut para pakar dan para ahli yang terangkum
dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, bahwa adil secara
terminologi berarti mempersamakan sesuatu dengan yang
lain, baik dari segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu itu
tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.

% 1bid, h.. 572.
*1bid, h. 25

¥Ibid
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Ada juga yang berpendapat bahwa adil adalah berpihak atau
berpegang pada kebenaran.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Kbhallaf yang
tercatat dalam kitab Figih Siyasah halaman 192, bahwa adil
dalam siyasah adalah siyasah yang benar (h}aq), yaitu
peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran
agama, baik peraturan itu_bersumber dari syariat maupun
dari manusia itu sendiri-dan lingkungannya.

Dengan-melihat pengertian keadilan tersebut di atas,
bahwa keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian
“melakukan sesuatu pada tempatnya” (wad’ asy-syaik fi}
magamihi).
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KEPEMIMPINAN UMAR R.A. DALAM
MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN

A. BIOGRAFI KHALIFAH UMAR R.A.

Nama lengkap Umar r.a. bin Khaththab adalah Umar
ra. bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qart
Razzah bin Adiy bin Ka’ab al-Quraisy, dari Suku Bani ’Adi.
Sebelum Islam, suku Bani ’Adi ini terkenal sebagai suku
yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi.t

Di masa Jahiliyah, Umar.r.a. bekerja sebagai seorang
saudagar. Dia menjadi duta kaumnya pada saat timbul
peristiwa-peristiwa penting antara kaumnya dengan Suku
Arab yang lain. Sebelum ‘Islam, begitu juga sesudahnya,
Umar r.a. terkenal sebagai seorang pemberani, yang tidak
mengenal takut dan gentar, dan mempunyai ketabahan dan
kemauan yang Keras, yang tidak mengenal bingung dan
ragu.?

Dalam biografi ini, penulis akan menjelaskan
mengenai posisi dan peran Umar r.a. dalam masyarakat
Quraisy; hidayah untuk memeluk Islam, Umar r.a. sebagai

IA. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaaan Islam, Cet. VI, (Jakarta: PT
Pustaka Al-Husna Baru, 2003), h. 203
2| bid
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Khalifah; hari kematian Khailfah Umar r.a. dan kejadian-
kejadian penting pada masa Khalifah Umar r.a.

1. Umar r.a. dalam Masyarakat Quraisy

Dalam masyarakat Quraisy, tidak ada satupun kaum
Quraisy Makkah yang tidak mengenal Umar bin Khaththab
r.a.. la terkenal sebagai orang yang amat berani, gagah dan
tegas. la juga seorang yang cerdas dan berpengetahuan luas.®

Di masaJahiliyah, Umar r.a. bekerja sebagai seorang
saudagar. 'Dia menjadi duta kaumnya di kala timbul
peristiwa-peristiwa penting antara kaumnya dengan Suku
Arab yang lain.*

Dari kalangan Suku Adi, Umar r.a. terpandang mulia
dan mempunyai martabat yang tinggi di kalangan Arab.
Suku ini masih termasuk rumpun Suku Quraisy. Umar r.a.
mempunyal postur tubuh yang tegap dan kuat, wataknya
keras, berani dan berdisiplin tinggi. Pada masa remajanya,
dia dikenal sebagai penggulat perkasa dan sering
menampilkan kemampuannya itu dalam pesta tahunan pasar
Uka-Uka di Makkah. la_mempunyai kecerdasan yang luar
biasa dan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi
pada masa datang, tutur bahasanya halus dan bicaranya
fasih.

3Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen
Agama RI, Sejarah Kebudayaan Islam, 2004, h. 19.

4 A. Syalabi, Op. Cit., h. 203

5 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, op. Cit., h. 124
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Sebelum masuk Islam, ia merupakan musuh utama
kaum muslimin. la tidak segan-segan menyiksa keluarganya
dari Suku Bani Adi yang ketahuan memeluk agama Islam.
Seperti yang dilakukan terhadap Labibah, Zinnirah, yang
keduanya adalah budak. Perlakuan Umar r.a. terhadap kedua
budak tersebut karena tidak mau meninggalkan
keimanannya, padahal tidak disenangi oleh Umar r.a. .

2. Hidayah Untuk Memeluk Islam

Dakwah Islam pada mulanya adalah lemah dan amat
membutuhkan sokongan dan dukungan yang kuat, karena itu
Rasul sendiri pernah bersabda:

SRR s a Sy el gl
Terjemahnya:

“Ya Allah! Kuatkanlah Islam dengan salah seorang
dari dua orang Umar r.a. , yaitu Amru lbnu Hisyam
atau Umar Ibnu Khaththab.”

Doa Rasulullah ini telah diperkenankan Allah swit.,
dengan Islamnya Umar r.a...Ibn Kaththab sesudah lima tahun
lamanya Nabi saw. menyeru kepada agama Islam. Islamnya
Umar r.a. ini adalah suatu kemenangan yang nyata bagi
Islam.’

6 Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama lIslam Departemen
Agama RI, Op. Cit., h. 19
7 Prof. dr. A. Syalabi, Op. Cit., h. 203.
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Suatu ketika, kebencian Umar r.a. terhadap Islam
dan Rasulullah saw. sudah sangat memuncak, Umar r.a.
mendatangi Rasulullah sekaligus hendak membunuhnya. Di
perjalanan menuju rumah Rasulullah saw., Umar r.a.
bertemu dengan Nu’aim bin Abdullah.

Nu’aim bertanya, “Hendak kemana kamu, wahai
Umar ra. ?” “Aku akan membunuh Muhammad.” “Maka
Bani Hasyim akan menuntut balas. Tapi kalau mau
memadamkan ajarannya, bereskan dulu . keluargamu.”
“Mengapa dengan keluargaku?” Tanya Umar r.a. “Adikmu,
Fatimah dan suaminya, Sa’id bin Zaid telah mengikuti ajaran
Muhammad,” jawab Nu’aim.

Mendengar jawaban itu, meledaklah amarah Umar
r.a. dan langsung menuju rumah Fatimah. Tatkala Umar r.a.
sampai di rumah Fatimah, terdengar sayub-sayub seseorang
sedang membaca al-Qur’an. Di dalam rumah, Habib bin Arts
sedang mengajarkan al-Qur’an kepada Fatimah dan Sa’id.
Umar r.a. langsung masuk ke dalam, suasana menjadi
tegang. Umar r.a. langsung bertanya, “Syair apa yang baru
kudengar tadi? Aku sudah-dengar kalian jmengikuti ajaran
Muhammad/”“Umar r.a.. menyergap.Sa’id, tapi dihadang
Fatimah. Akibatnya Fatimah mendapat tamparan yang keras
dari Umar r.a. . Muka Fatimah bercucuran darah, tetapi
Fatimah tetap tegar, dan dengan tegas menjawab, “Benar,
kami sudah masuk Islam, sudah mengimani Allah dan
Muhammad Rasulullah. Sekarang berbuatlah sesukamu
terhadap kami.”
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Mendengar ketegasan adiknya sambil melihat darah
yang terus mengalir dan mengucur di muka Fatimah, hati
Umar r.a. menjadi luluh. Umar r.a. minta agar yang dibaca
Fatimah diberikannya, tetapi Fatimah menolak karena ini
kalamullah. “Kamu baru bisa menyentuh jika kamu dalam
keadaan suci.” Kemudian Umar r.a. pun pergi mencuci
dirinya, kemudian berikrar masuk Islam.®

Fatimah memberikan lembaran Al-Qur’an yang tadi
dipelajarinya. . Kemudian Umar r.a. membacanya dalam hati,
dan yang dibaca Umar r.a. adalah surat Thaha 1-8. Umar r.a.
sangat mengagumi isi dan susunan bahasa al-Qur’an yang
dibacanya, sehingga tanpa terasa air mata Umar r.a. keluar
dan terucap, “Sungguh, alangkah indahnya dan mulianya

yang kalian pelajari.”®

Setelah itu, Umar bin Khaththab r.a. bergegas
menemui Rasulullah saw. untuk menyatakan ke-Islam-
annya.

Menurut yang diriwayatkan oleh lbnu Atsir, bahwa
Abdullah Ibnu Mas’ud berkata: Islamnya Umar r.a. adalah
suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan
pemerintahannyaadalah ‘rahmat. "Mulanya kita tidak dapat
shalat di rumah sendiri karena takut kepada Quraisy, tetapi
sesudah Umar r.a. masuk Islam lalu dilawannya kaum

8Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen
Agama RI, Op. Cit., h. 20
°Ibid, h. 21.
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Quraisy itu, sehingga mereka membiarkan kita mengerjakan
shalat.'©

3. Umar r.a. Sebagai Khalifah

Sewaktu Kalifah Abu Bakar masih berbaring sakit,
beliau memanggil tokoh-tokoh terkemuka di kalangan
Anshor dan Muhajirin. Berturut-turut Khalifah Abu Bakar
memanggil satu persatu para sahabat untuk berunding siapa
pengganti beliau setelah ia meninggal nanti.

Para sahabat yang diminta pandapatnya adalah
Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Thalhah bin
Ubaidah. Thalhah menyarankan agar Khalifah Abu Bakar
menanyakan kepada orang banyak dan menanyakan kepada
kaum muslimin yang hadir, dan berkata: “Sudilah
mengemukakan pendapat kamu semuanya mengenai orang
yang akan aku tunjuk untuk menggantiku. Demi Allah,
penunjukanku itu bukan tanpa memikirkan sungguh-sungguh
dan bukan pula aku menunjuk lingkungan keluargaku. Saya
menunjuk penggantiku Umar r.a. bin Khaththab. Sudilah
menerima dan mematuhinya?”

Kaum-. muslimin ~yang mendengarnya = langsung
menjawab: “Sami’na wa At}a’na>: (kami dengar kami
patuhi).”!

Kalau menurut A. Syalabi, bahwa pada saat itu
terpikir bahwa akan timbul perselisihan di kalangan kaum

10 Prof. Dr. A. Syalabi, Op. Cit., h. 203
"Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen
Agama RI, Op.cit., h. 22.
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muslimin, kalau mereka tinggalkan demikian saja tiada
dengan khalifah yang akan menggantinya. Sekiranya
kegoncangan terjadi pula di ibu kota, tidak dapat tidak akan
timbul kekalahan bagi bala tentara yang sedang bertempur.
Karena pada saat itu terjadi peperangan antara kaum
muslimin di satu pihak, melawan tentara Persia dan Romawi
di pihak lain. Ada panglima yang mendukung seorang calon
pemimpin/khalifah, seorang panglima yang lain mendukung
calon yang lain.*?

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
yang disebutkan, inginlah Abu Bakar hendak menunjuk
penggantinya, sesudah memusyawarahkan hal itu kepada
kaum muslimin. Dalam musyawarah itu dinyatakan dia akan
menunjuk penggantinya siapa yang mereka sukai. Abu Bakar
mengemukakan Umar r.a.; lbnul Khaththab sebagai calon,
dan beliau pulalah calon yang dikemukakan kaum muslimin.
Tak ada orang yang akan menempati kedudukan ini selain
Umar r.a. . Oleh karena itu, Abu Bakar menunjuk Umar r.a.
menjadi khalifah, dan piagam penunjukannya ditulis
sebelum beliau wafat.'®

4. Khalifah Umar r.a. Wafat

Sejumlah musuh-musuh Islam terdiri dari orang-
orang Persia dan Yahudi mengadakan klompotan untuk
membunuh Umar r.a. Ibnul Khaththab. Pembunuhan itu

12 prof. Dr. A. Syalabi, Op. cit., h. 204
Bpid
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dilaksanakan oleh seorang Nasrani bernama Abu Lu’luah.
Abu Lu’luah adalah seorang bangsa Persia. Dia ditawan oleh
tentara Islam di Nawahand, dan kemudian menjadi hamba
sahaya dari Mughiroh Ibnu Syibah.

Telah diterangkan bahwa Umar lbnul Khaththab r.a.
telah merobohkan kerajaan Persia dan melenyapkan
kekuasaan mereka. Karena itu, lapisan atas dari bangsa
Persia beserta pendukung-pendukungnya menaruh dendam
terhadap Umarr.a. , dan berniat hendak membunuh beliau.*

Abu Lu’luah telah berhasil menyelusup ke dalam
masjid di waktu Umar ra. ra. hendak memulai shalat
subuh, dan pada saat itu hari masih gelap. Maka
ditikamnyalah Khalifah Umar r.a. dengan sebuah golok
beberapa Kali, di antaranya satu di bawah pusarnya sehingga
keluarlah isi perut beliau. Umar r.a. lalu memekik. Maka
datanglah kaum muslimin hendak menangkap pembunuh itu
tetapi mereka diserangnya pula dengan goloknya, hingga ada
yang mati dan beberapa orang terluka. Namun akhirnya
kaum muslimin dapat menangkapnya, tetapi ia masih dapat
memakai goloknyasuntuk membunuh dirinya-senditi.

Beberapa hari kemudian, "Khalifah- Umar r.a. wafat
dengan meninggalkan kenang-kenangannya yang indah.
Perjalanan hidup beliau adalah salah satu dari perjalanan
hidup yang paling abadi diriwayatkan oleh sejarah.'®

“Ibid, h. 226
Blbid, h. 227
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Dalam karya Dr. Muhammad Shiddig Al-Minsyawi,

bahwa Umar r.a. sempat hidup selama tiga hari. Kemudian
ia wafat dan dimakamkan di sebelah makam Nabi
Muhammad SAW.1®

5. Peristiwa-Peristiva Monumental Pada Masa
Khalifah Umar r.a:

Terpilihnya Umar r.a. menjadi khalifah (13 H / 634
M);

Perang Ajnadin melawan tentara Romawi (16 H / 636
M);

Perang Cadissia melawan tentara Romawi (16 H / 636
M);

Perang Jalula melawan tentara Persia (16 H / 636 M);
Jatuhnya kota Baitul Maqdis (18 H/ 639 M);

Perang Al-Farma melawan tentara Romawi di Mesir
(20H/641 M);

Penyerbuan benteng Babil di Mesir (20 H / 641 M);
Perang Nahawan melawan tentara Persia (21 H / 642
M);

Jatuhnya kotaIskandariyah di Mesir (22.H+/642 M);
Wafataya Umar r.a. bin-Khaththab/(23'H /664 M).Y’

16 M. Shiddiq Al-Minsyawi, Op. Cit., h. 16
"Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen
Agama RI, Op. Cit.,, h. 24
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B. MODEL KEPEMIMPINAN UMAR R.A.

Sistem pemerintahan masa Khulafaur Rasyidin pada
dasarnya tidak banyak perubahan, seperti pada masa
Rasulullah. Cara pengembangan pemerintahan yang
dicontoh Rasulullah antara lain:

= Ukhuwah Islamiyah, yaitu membangun persaudaraan
antara umat Islam;

= Membuat peraturan perundang-undangan yang dijadikan
sebagairalat pemersatu bagi masyarakat;

= Mengembangkan cara musyawarah dalam menyelesaikan
berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat;

= Menjadikan Al-Qur’an dan Hadits sebagai jalan dalam
menyelesaikan segala urusan;

= Menjadikan masjid sebagai sentral atau pusat kegiatan
umat.®

Kemudian praktik pemerintahan Umar r.a. dianggap
contoh ideal pelaksanaan Islam sesudah Nabi saw. dan kelak
menjadi bahan , rujukan...utama, dalam ..usaha mencari
pemimpin lIslam.

Umar r.a. menjadi sahabat Nabi saw. terdekat, begitu
dekatnya, sampai Nabi saw. pernah berkata: “Andaikata
masih ada Nabi sesudahku, Umar r.a.-lah orangnya.” Ia juga
digelari Nabi saw. dengan Al-Faru>q, artinya
pembeda/pemisah. Maksudnya, Allah swt. telah memisahkan

18 Ibid, h. 59.
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dalam dirinya antara yang hak dan yang batil. Hanya
Umar ra. yang begitu berani mengemukakan pikiran-
pikirannya di hadapan Nabi saw. bahkan ia tidak segan
menyampaikan Kkritik untuk kebaikan dan kemaslahatan
Islam.®

Pada saat lain, Umar r.a. mengusulkan kepada Nabi
saw. agar memerintahkan istri-istrinya menggunakan
h}ija>b (tirai). Maksudnya, agar berbicara dengan tamu-
tamunya dari belakang h}ija>b (tirai). Sebab menurut Umar
r.a., yang berbicara dengan mereka bukan semuanya orang
baik-baik, melainkan ada juga orang jahat. Tidak lama
kemudian, turunlah ayat mengenai hijab yang membenarkan
pendapat Umar r.a. tersebut.?°

Pada masa Khalifah Abu Bakar, cara pemerintahan
yang telah dicontoh dari Rasulullah saw., hampir tidak ada
perubahan. Kondisi tersebut sangat berbeda ketika pada
masa pemerintahan Khalifah Umar r.a. bin Khaththab. Pada
masa beliau, kekuasaan "Islam sudah semakin luas.
Persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing daerah
yang ditaklukkangjugasbervariasi.

Perluasan kekuasaan “Islam~telah- memberi inspirasi,
pengalaman dan ilmu yang tidak sedikit di daerah yang
ditaklukan oleh Khalifah Umar r.a., misalnya penaklukan
Persia dan Bizantium. Untuk mengatasi persoalan tersebut,

19 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Op. Cit., h. 126
21bid
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Khalifah Umar r.a. mengambil langkah-langkah sebagai
berikut:

1. Membagi wilayah-wilayah taklukan yang luas menjadi
beberapa propinsi;

2. Menyusun tata aturan dan tata tertib pengaturan
administrasi negara;

3. Dibuat beberapa  jawatan-jawatan dalam mengatur
pemerintahan. Jawatan-jawatan tersebut antara lain:
Jawatan Pos, Pengawasan  Timbangan-timbangan
Takaran, Jawatan Pertahanan Negara, Baitul Mal, dan
sebagainya.?

Kemudian  dalam  masalah = sistem  untuk
perkembangan dalam pemerintahannya, Khalifah Umar r.a.
melakukan pengembangan sebagai berikut:

1. Perkembangan Pendidikan dan Pengetahuan

Pada masa Khalifah Umar ra., beliau
mengembangkan, pendidikan ,dari tingkat..SD.. (kutta>b)
sampai dengan perguruan tinggi (h}alagah). Proses belajar
mengajar dilakukan di masjid-masjid, bentuknya tentu saja
tidak seperti dewasa ini. Para mahasiswa duduk melingkar
(h}alagah), dan materi perkuliahan pada awalnya berisi
tentang al-Qur’an dan al-H{adits. Perkembangan berikutnya,

ZDirektorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen
Agama RI, Op. Cit., h. 60
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perkuliahan  ditambah: Tafsir, Figih, [lImu Kalam
(keimanan), Bahasa Arab dan Sastra.??

Sistem perkuliahan (h}alagah) bertempat di masjid
sangat disenangi kaum muslimin pada waktu itu. Pendidikan
seperti ini, berkembang pula di kota-kota lain, misalnya
Basrah, Kufah, dan Damaskus. Pendidikan di perguruan
tinggi ini terus berkembang. Apalagi Khalifah Umar r.a.
sangat mendukung dan memperhatikan kegiatan halagah ini.
Khalifah Umar r.a. yang pertama kali mengangkat para
syaikh (dosen) untuk mengajar di Basrah, Kufah, dan
Damaskus.?

Halagah ini terus berkembang, bahkan hampir pada
setiap masjid. Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya
halagah-halagah di masjid, maka ilmu pengetahuan ikut
berkembang. Proses transpormasi ilmu pengetahuan yang
berlangsung di halagah tersebut telah berhasil melahirkan
cendekiawan di kalangan kaum muslimin.

IImu pengetahuan yang berkembang dan tokoh-tokoh
cendekiawan yang mengajarkan dan memperkenalkan antara
lain:

1. Al-Qur’an hafalan dan bacaan (Qira’az), tokoh perintis
dan yang mengembangkan antara lain Khabbab Abdullah
bin Mas’ud.

22|bid, h. 57
23|bid, h. 58
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2. llmu Tafsir, tokoh perintisnya antara lain: Ali bin Abi
Tholib, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Abbas dan
Ubay bin Ka’ab.

3. llmu Figih, tokoh pengembangnya antara lain: Abdullah
bin Mas’ud, Mu’adz, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin
Abbas dan Abu Musa Al-Asy’ari.

4. llmu Hadits, tokoh pengembangnya antara lain: Siti
Aisyah, Abu- Hurairah, Abdullah bin Umar ra. ,
Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik.

5. llmu Bahasa, tokoh pengembangnya antara lain Zaid bin
Tsabit.24

Di dalam Ensiklopedi dijelaskan bahwa Umar r.a.
adalah orang pertama yang mencetuskan Ide tentang
perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat al-Qur’an.
Ketika itu ayat-ayat al-Qur’an tersebar di berbagai
lempengan batu, pelepah kurma, tulang belulang, dan
sebagainya. Tempatnya pun berserakan di tangan para
sahabat, tidak terkumpul di satu tempat. Karena Umar r.a.
khawatir para _penghafal al-Qur’an akan habis karena dalam
Perang Yamamah ada 70-orang penghafal~al-Qur’an yang
gugur.?

24 bid
%5 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Op.Cit., h. 126
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2. Bidang Perekonomian

Bangsa Arab terkenal dengan keuletannya dalam
berdagang. Berdagang merupakan mata pencaharian utama
bagi penduduk Arab. Sedangkan mata pencaharian selain
berdagang atau berniaga antara lain:

1. Peternakan, misalnya: unta, domba, kuda, dan lain-lain.
2. Pertanian, misalnya: kurma, gandum, dan lain-lain.
3. Transportasi dan sewa-menyewa.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, ada beberapa tempat
berniaga (berdagang) yang penting, yaitu:

1. Selatan: Negeri Yaman, yang biasa dilakukan pada
musim dingin.

2. Utara: Negeri Syam, yang biasa dilakukan pada musim
panas.

3. Timur: Bahrain dan Persia, yang dilakukan pada musim
panas.®

Khususnya pada masa kekhalifahan Umar r.a.,
pengaturan /sistem “ perekonomian tertata~<" dengan baik.
Khalifah  menata  sistem  perekonomian  dengan
memperhatikan semua bidang yang menyangkut kemajuan
perdagangan. Penataan dan kemajuan sistem perekonomian
yang terdapat pada masa itu, meliputi:

% Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen
Agama RI, Op.Cit., h. 60

*Penegakan Hukum dan Keadilan* 37



1. Untuk barang dagangan berupa nabati (hasil bumi
berasal dari tumbuhan).

2. Pembangunan pasar-pasar bagi para pedagang.

3. Mengembangkan sistem pekan dagang, yang terletak di
antara Nakhlan dan Thaif, serta di antara Mijarah dan
Ma’ja.

4. Memperluas jalur hubungan perdagangan dengan
negara-negara lain di dunia, baik Islam _maupun bukan
negara Islam. Misalnya Rusia, Cina, India, dan Afrika.

5. Membuat mata uang sebagai mata uang resmi.

6. Membuat peraturan perundangan tentang pengaturan hak
penggunaan tanah produk.

7. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan negara dari
sektor pajak. Misalnya: Pajak Hasil Bumi (Kharaj),
Pajak Perlindungan ' (Jizyah), Pajak Penjualan dan
Rampasan Perang (Ush dan Ghanimah), dan lain-lain.

8. Mendirikan dan  mengembangkan  Baitul Mal
(Perbendaharaan Umat).?’

3. Bidang Pemerintahan

Di bidang pemerintahan, langkah pertama yang
dilakukan Umar r.a. sebagai khalifah adalah meneruskan
kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar r.a dalam

27 1bid, h. 61.
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perluasan wilayah Islam keluar semenanjung Arabia. Pada
masanya, terjadi ekspansi kekuasaan Islam secara besar-
besaran sehingga periode ini lebih dikenal dengan nama
periode Futuh}a>t Al-Islamiyyah (Perluasan Wilayah Islam).
Berturut-turut pasukan Islam berhasil menduduki Suriah,
Irak, Mesir, Palestina, dan Persia.?®

Islam telah membawa prinsip-prinsip lebih murni
dari pada yang dicita-citakan setiap orang. Begitu pula al-
Khulafaur Rasyidin telah melaksanakan prinsip-prinsip itu
dengan  penuh  semangat. Dalam  melaksanakan
kebijaksanaan pemerintahannya, Umar r.a. membentuk
kebijakan di berbagai bidang, antara lain:

a. Administrasi Pemerintahan

Umar r.a. berjasa membentuk Majlis Permusyawaratan,
Anggota Dewan, dan memisahkan lembaga-lembaga
peradilan. la juga membagi wilayah Islam menjadi 8
propinsi yang membawahi beberapa distrik dan
subdistrik. Kedelapan propinsi itu adalah Makkah,
Madinah, Suriyah, Jazirah, Kufah, Basrah, Mesir, dan
Palestina/ "Untuk = masing-masing distrik (itu’ diangkat
pegawai~ Khusus® selaku ~ gubernur. Gaji mereka
ditertibkan. Selain itu, administrasi pajak juga
dibenahi.?®

28 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Op.Cit., h. 126
2bid, h. 127
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b. Pertahanan

Untuk  kepentingan pertahanan, keamanan, dan
ketertiban dalam masyarakat, didirikanlah lembaga
kepolisian, korps militer dengan tentara terdaftar.
Mereka digaji yang besarnya berbeda-beda sesuai
dengan tugasnya. Dia juga mendirikan pos-pos militer di
tempat strategis.>°

c. Peradilan Islam

Umar r.a. melakukan pembenahan peradilan. Dialah
yang pertamakali meletakkan prinsip-prinsip peradilan
dengan menyusun sebuah risalah yang disebut Dustur
Umar r.a. atau Risalah Al-Qadha’ yang kemudian
dikirimkan kepada Abu Musa Al-Asy’ari, gadhi di
Kufah, yang  isinya._.mengandung pokok-pokok
penyelesaian perkara di muka sidang. Yang ternyata
disambut dan diterima di kalangan ulama, serta
dihimpunlah dari padanya pokok-pokok hukum. Karena
mengingat pentingnya surat ini, maka kami sajikan
selengkapnya :

,g mﬂ lﬁaj’g l&i.;d“ :‘-:G;J; EL:G.SJ‘ ‘3&3 :\;J/ Lz/‘
Terjemahnya:

“Amma ba’du. Sesungguhnya memutuskan
perkara adalah fardu yang dikokohkan dan
sunnah yang harus diikuti”.

%0 1bid
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d;m&w,&@ﬂ‘ﬁww\éa\ 13) 4426
Terjemahnya:
”Lalu pahamilah apabila diajukan kepadamu
(suatu perkara) dan putuskanlah apabila telah
jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah

ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada
pelaksanaannya’.

> Hilady Sy 1By Sl o2 Ul G
S 36 i Cine o RN i 2 i il
Terjemahnya:

”Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang
berperkara) dalam majlismu, dan pandanganmu,
dan dalam keputusanmu. Sehingga orang yang
berpangkat tidak akan mengharapkan
penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak
sampai putus asa mendambakan keadilanmu”.

S e faedls il o i
Terjemahnya:

Bukti® itu- (wajib) atas- penggugat.-(penuduh).
Sedang sumpah itu (wajib) atas pihak yang
menolak (gugatan/tuduhan).

P 5 31 Ui gl el W Grakedh 5 e el
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Terjemahnya:

”Dan boleh mengadakan perdamaian di antara
kaum muslimin, Kkecuali perdamaian yang
menghalalkan ~ yang haram dan  yang
mengharamkan yang halal”.

Gw,

oLea.J\&@u\J.o\n\JuyLéw \bbbg;\wj
i) ale Edisany @’ opnbl o\j Mz 4okl 45

Geodll i ,Aad o8 AT o 5!9
Terjemahnya:

”Dan barangsiapa yang mendakwakan suatu hak
yang tidak ada tempatnya, atau suatu bukti, maka
berilah tempo kepadanya sampali ia dapat
membuktikan dakwaannya, kemudian kalau ia
dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya
itu, tetapi  kalau =~ ia  tidak mampu
membuktikannya, maka ia berhak dikalahkannya,
karena yang demikian itu lebih mantap bagi
keuzurannya dan lebih menampakkan barang
yang tersembunyi’’.

Jbuwbﬁeﬂ\uwgww‘ﬂ
uw\uu&d\wcﬁ;o\Jm)w g
Qo1 B st o 53 Gl s i Ay

Terjemahnya:

Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi
kepadamu, suatu keputusan yang telah engkau
jatuhkan hari ini, kemudian engkau tinjau
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kembali, lalu engkau memperoleh petunjuk agar
engkau kembali kepada kebenaran, karena
sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan,
tidak dapat dibatalkan oleh apapun, sedang
kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari
pada terus bergelimang dalam kebatilan.

o:\.@,.e ale Giaes Y uau ‘515« (,.g..a.o.u J}.\.& d}i.kmd\j
w\ouuwj!;‘ﬂjéwj\»g\;ﬁag\w
Yy 5581 we Gy s sLall 2y é wa

oYy iy
Terjemahnya:

Orang-orang Islam itu (dianggap) adil sebagian
mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali
orang yang pernah memberikan kesaksian palsu
atau orang yang-pernah dijatuhi hukuman had,
atau orang yang diragukan tentang asal-usulnya.
Karena sesungguhnya Allah mengetahui rahasia-
rahasia manusia dan menghindarkan hukuman
atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti
atau sumpah-sumpah.

@w‘w_u.c 2553 wq,j\sggswﬁm,@\

J \df«\j JbM)}o’ﬂ\ waw‘ﬂj d;\Jﬁ

3y gl Al gt ) s G L
Terjemahnya:

Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh
tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang
tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al-
Qur’an dan tidak terdapat pula di dalam sunnah

*Penegakan Hukum dan Keadilan* 43



Nabi saw. Kemudian bandingkanlah perkara-
perkara itu, dan perhatikanlah (perkara) yang
serupa (hukumannya dengan perkara-perkara itu)
kemudian pegangilah mana (hukum) vyang
menurut pendapatmu lebih diridlai Allah dan
lebih mendekati kebenaran.

Hindarkanlah dirimu dari marah, pikiran yang
kacau (goyah), rasa jemu, menyakiti orang yang
berperkara dan bersikap keras pada waktu
menghadapi mereka, karena pemutus perkara di
tempat yang benar, adalah termasuk pekerjaan
yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama
baik. Maka barang siapa memurnikan niatnya
demi mencari kebenaran, walaupun merugikan
diri sendiri, maka Allah akan memberinya
kecukupan, dan barang siapa berlagak (memiliki
keahlian) yang tidak ada pada dirinya, maka pasti
Allah akan (membuka rahasia) kejelekannya itu,
karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima
(amal) dari hamba-Nya kecuali amal yang
didasari. (dengan . ikhlas, . lalu_ bagaimnakah
persangkaanmu-tentang pahala dari_Allah, baik
yang akan segera diberikan maupun yang berada
di dalam perbendaharaan rahmat-Nya.

Wassalamu alaikum Warahmatullah.3!

Dalam penerapan hukum-hukum itu haruslah
diperhatikan prinsip-prinsip tentang pemeliharaan hak.

31 Muhammad Salam Madkur, Op.Cit.., h. 43
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Sebagaimana keharusan berpegang kepada adanya bukti-
bukti dan menetapkan tempo dalam pemeriksaannya. Sedang
prinsip-prinsip itu telah ada dalam dalil-dalil syari’at dengan
ketentuan tidak boleh menyalahi sedikit atau banyak.
Adapun aturan-aturan tambahan yang dianggap sebagai
sendi keadilan, maka berkembang menurut situasi zaman dan
tempat. Oleh karena itu, Islam -memberi peluang ijtihad bagi
pejabat ga>dhi’.

d. Dalam Bidang Hukum

Dalam bidang hukum, ijtihadnya adalah mengenai
pembagian harta warisan, perumusan prinsip Qias, talak
tiga, pendirian pengadilan-pengadilan, pengangkatan
para hakim, pemakaian. cambuk dalam melaksanakan
hukum badan, penetapan hukuman 80 kali dera bagi
pemabuk,  pemungutan = zakat atas kuda yang
diperdagangkan, dan larangan penyebutan nama-nama
wanita dalam lirik syair, penentuan kalender hijriyah
juga merupakan hasil ijtihad Umar r.a. yang diabadikan
sampai sekarang.*2

Umar r.a. adalah seorang pemimpin yang sukses, dan
mujtahid (ahli jihad) yang ulung, dalam hal ijtihadnya
banyak menimbulkan tanda tanya karena berseberangan
dengan dalil nas Al-Qur’an. Dan dalam hal ini, akan
penulis jelaskan dalam sub-sub berikutnya, yaitu

32 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Op.Cit., h. 127

*Penegakan Hukum dan Keadilan* 45



Beberapa Contoh Kebijakan Kontroversial
Kepemimpinan Umar r.a.

e. Kesejahteraan Umat dan Peribadatan

Di antara gagasannya adalah pemberian gaji bagi para
imam dan muadzin (tukang adzan), pengadaan lampu
penerangan dalam masjid-masjid, pengorganisasian
khutbah, pendirian Baitul Mal, penghapusan pembagian
tanah rampasan perang (fay’), pembangunan terusan dan
kota-kota seperti Basrah, Kufah, Fustat, dan Mosul, dan
pembangunan sekolah-sekolah.

Dalam hal ibadah antara lain mengenai empat takbir
dalam sholat jenazah, penyelenggaraan dalam sholat
tarawih berjamaah, penambahan kalimat as-sholat
khoirun minan-naum (sholat lebih baik dari tidur) dalam
adzan shubuh.*

f. Mekanisme Meningkatkan Pemerintah Daerah

Umar r.a.= melengkapi gubenurnya dalam ‘berbagai staf
yang terdiri dari:

1. Katib (sekretaris kepala);
2. Katib Ad-Diwan (sekretaris pada sekretaris militer);

3. Shahib Al-Kharaj (pejabat perpajakan);

*Ibid
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Shahib Al-Aldas (pejabat kepolisian);
Shahib Baitul Mal (pejabat keuangan);
Qadhi (hakim dan pejabat keagamaan);
DII34

N o &

Kebijakan lain yang dilakukan Umar r.a. ialah
mendaftarkan seluruh kekayaan pejabat yang akan
dilantik. Ini ditempuh untuk menghindari terjadinya
penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi.

C. DASAR HUKUM KEPEMIMPINAN UMAR R.A.

Pada masa Nabi saw., wilayah kekuasaan Islam
meliputi semenanjung Arabia. Tetapi sepeninggalan beliau
wilayah Islam semakin luas, Islam menguasai Damaskus,
Irak, Syam, Persia, Mesir, Maroko, Samarkand, sampai
Andalusia. Meluasnya wilayah kekuasaan Islam beriringan
dengan munculnya persoalan baru di kalangan Umat Islam.
Sementara  petunjuk  “praktis keagamaan” terbatas
jumlahnya,

Selanjutnya’ ‘para sahabat;- terlebih “pada masa
kepemimpinan Khalifah Umar r.a. telah menghadapi banyak
masalah yang tadinya tidak terdapat di Arab. Misalnya
pengairan, keuangan, ketentraman, perkawinan, pajak, cara
menetapkan hukum di pengadilan, dan lain-lain, tradisi di

%Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen
Agama RI, Op.Cit., h. 23

*Penegakan Hukum dan Keadilan* 47



Irak tidak sama dengan di Mesir, dan tidak sama pula dengan
Arab.

Dalam menjawab persoalan yang baru, para sahabat
terlebih dahulu merujuk al-Qur’an, bila tidak ada di sana,
mereka berpindah ke  al-Hadits. Terhadap hadits, para
sahabat sangat hati-hati. Dalam banyak kasus diketahui
bahwa para sahabat tidak-menerima begitu saja berita yang
dinyatakan berasal dari Nabi saw. Abu Bakar r.a. pernah
menolak sebuah hadits yang disampaikan oleh satu orang
kecuali kalau diperkuat dengan saksi. Umar r.a. pernah
meminta seorang pembawa hadits agar membawa bukti
bahwa bertita itu benar-benar dari Nabi saw. begitu juga Ali
bin Abu Thalib r.a. pernah meminta angkat sumpah kepada
seorang yang datang membawa berita Nabi.

Jika para sahabat Nabi tidak menjumpai teks al-
Qur’an dan al-Hadits yang menyebut secara eksplisit tentang
tradisi di daerah-daerah yang sudah mapan, maka mereka
memutuskan perkara dengan akal pikiran (ra’yu) yang
dijiwai oleh ajaran wahyu, karena tanggung jawab seorang
pemimpin sudah imenjadizsunnatullah ~di alam.dan tuntutan
dalam kehidupan sosial bahwa masyarakat butuh./pemimpin
yang bijak dan adil, baik di kalangan pemerintah, lembaga
peradilan, perusahaan, organisasi dan lembaga yang lain
sampai pada masalah keluarga dan individu. Di sini
pemimpin adalah satu pilar pertama dalam membangun
masyarakat berperadaban yang dicita-citakan oleh semua
elemen terutama umat Islam.
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Sebagaimana al-Qur’an memandang pemimpin
sebagai perjanjian llahi yang melahirkan tanggung jawab,
menentang  kezaliman dan  menegakkan keadilan.
Sebagaimana firman Allah SWT.:

3) Ji ;4;&;,_,&, ey »—"f‘ J“‘ S0
I N J6 (52553 JB GL) L1 ez

(T kel sge
Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika lbrahim diuji*®> Tuhannya
dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan),
lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman:
"Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi
seluruh  manusia”.  Ibrahim berkata: "(Dan saya
mohon juga) dari keturunanku”®®. Allah berfirman:
"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".
(QS. Al-Bagarah (2): 124).*"

Demikian juga di dalam hadits, Nabi saw. juga
menjelaskan tentang kepemimpinan:

g..a PV J”; Siugse w’;}’*‘ ot Wil Egus

e ey 28 djmo.s ﬁ vﬁ.&f Jé F‘L"‘ gl w

$5Ujian terhadap nabi Ibrahim a.s. diantaranya: membangun Ka'bah,
membersihkan ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail,
menghadapi raja Namrudz dan lain-lain.

%6Allah Telah mengabulkan doa nabi Ibrahim a.s., karena banyak di
antara rasul-rasul itu adalah keturunan nabi Ibrahim a.s.

$"Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 32
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Terjemahnya:

“Hadits Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya
Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kamu adalah
pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya. Seorang Amir yang mengurus
keadaan rakyatnya adalah pemimpin, ia akan
dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya.
Seorang laki-laki adalah seorang pemimpin bagi
keluarga rumahnya, ia akan dimintai
pertanggungjawaban tentang keluarganya. Seorang
wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga
suaminya, 1a akan dimintai pertanggungjawaban
tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah
pemimpin bagi harta benda tuannya, ia akan dimintai
pertanggungjawaban  tentang harta  tuannya.
Ketahuilah,, kamu.._semua adalah..pemimpin dan
semua. akan' dimintai _pertanggungjawaban tentang
kepemimpinannya. (H.R. Bukhari dan Muslim).®®

Umar r.a. dalam kepemimpinannya selalu berpegang
teguh dengan dasar hukum yaitu al-Qur’an dan al-Hadits,
serta ijtihad dan musyawarah. Seandainya ada kasus dan

B)drus H. Al-kaf (Penterjemah), Ihtisar Hadits Shahih Muslim,
(Surabaya: CV. Karya Utama, tt.), h. 243
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ternyata ada keterangan dan penjelasan dalam kitabullah,
maka Umar r.a. tidak akan menyimpang atau mengada-ada,
serta tidak akan menaruh ayat mulia tidak pada tempatnya. la
akan segera bermusyawarah dan mendengar pendapat serta
meninjau masalah tersebut dengan berbagai segi.®® Bagi
Umar r.a. , musyawarah itu bukanlah hanya sekedar untuk
menguatkan pendapatnya semata, tetapi untuk mencari
kebenaran, dan hal itu dikemukakannya kepada umat.

13 Wiad el 1 vl3s coign 08 Gl e 1405l

<
g, ‘

Terjemahnya:

“Janganlah tuan-tuan mengemukakan pendapat yang
menurut persangkaan tuan sesuai dengan keinginan
saya, tetapi kemukakanlah buah pikiran menurut
perkiraan tuan-tuan sesuai kebenaran.”**°

Umar r.a. adalah tokoh-yang tak pernah.membiarkan
dirinya menyimpang walau sebesar jari pun dari peraturan
yang berlaku dan dari garis yang ditentukan. Dengan
perkataan lain, ia adalah tokoh beriman yang patuh lagi taat.

39Khalid Muhammad Khalid, Mengenal Pola Kepemimpinan Umat
dari Karakteristik Perihidup Khalifah Rasulullah, Cet. X, (Bandung:
CV. Penerbit Diponegoro, 2006), h. 220

401pid, h. 221
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Beliau berkata bahwa: “Orang yang mengenal Muhammad
dan mengenal agamanya secara benar dan tepat, pastilah
mengetahui bahwa menghormati teks (wahyu) dan dalil
agama itu tidaklah berarti membatalkan pendapat atau buah
pikiran.”

Dalam meyakini kebenaran Rasulullah SAW. maka
ia beriman kepadanya dan diikuti segala jejak langkahnya
tanpa berpaling dan ragu-ragu. Pada suatu kali, diciumnya
“Hajar Aswad” yang terdapat di Ka’bah, dan katanya
seolah-olah berbicara dengannya:

G GG Al 03 Eay O IS aligy Y S s )
G

Terjemahnya:

“Engkau hanyalah sebuah batu yang tidak memberi
madlarat atau manfaat! Demi Allah, seandainya saya
tidak melihat Rasulullah saw. menciummu, tidaklah
saya akan menciummu!”*!

Umargr.a. . merupakan tokoh-kepemimpinan dan
mujtahid yang- selalu berpegang pada .nilai-nilai_dasar yang
telah ditentukan sebagaimana para sahabat yang lain ketika
memutuskan permasalahan yang timbul.

L Ibid, h. 218.
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Pedoman dan dasar memutus suatu perkara bagi
seorang hakim dijelaskan dalam hadits Mu’adz Ibnu Jabal
sebagai berikut:

Al GBSy paadl 1 J6 ¢ Uadll G (o5 131 coad G
:\g.;;iégégm‘;;a;m@mmuwwmgup

08 . wig

101 Yty Al bl Al S5l & G
Terjemahnya:
“Bagaimana bila kamu diserahi memutus suatu
perkara?”’ Mu’adz berkata: “Akan kami putus dengan
kitabullah.” “Bagaimana bila tidak ditemukan dalam
kitabullah?” Tanya Rasul. “Aku akan memutus
dengan sunnah Rasulullah,” jawab Mu’adz.
“Bagaimana bila tidak kamu temukan dalam sunnah
Rasulullah?” Tanya Rasul. “Aku akan memutus
dengan ijtihad dan'pendapatku, tanpa meninggalkan
keduanya.”*

Dalam  menyelesaikan  perkara, hakim harus
menjalankan tugas dan kapasitas jabatannya dengan benar.
Yang mana hakim sebagal penegak hukum @dan keadilan
wajib  menerima, “memeriksa“dan” "memutus, atau
menyelesaikan suatu perkara yang masuk di pengadilan.
Peran seorang hakim dalam menunaikan tugasnya di
pengadilan harus mampu mempertahankan hukum materiil
dan formil. Maka sudah seharusnya hakim menyelesaikan

“42Fathur Rohman, Hadits-hadits tentang Peradilan Agama, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1997), Cet. I. h. 42.
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perkara dengan tanpa ada bukti dan bersifat fiktif (rekaan).
Hal ini sebagaimana hadits SAW. yang berbunyi:

S e Jam ang sy (K51 6 &l

Terjemahnya:

“Aku  diperintahkan = memutus. hukum dengan
berdasar kepada dilahirnya perkara, sedang Allah
yang mengetahui segala rahasia.”*

Ada satu cerita, kejadian dengan seorang Yahudi,
yaitu: Umar r.a. kehilangan pedang, kemudian pedang itu
kelihatan oleh  Umar r.a. dipegang oleh orang Yahudi.
Umar r.a. mengatakan itu pedangnya dan Yahudi itu
mengatakan, “Tidak.” Umar r.a. lalu mengadukan hal itu
kepada hakim, yang tentu saja bawahan Umar r.a. , karena
Umar r.a. adalah khalifah. Ketika keduanya telah berada di
hadapan hakim, Umar r.a. serta orang Yahudi itu duduklah di
hadapan hakim.

Bertanyalah hakim.kepada Umar r.a., dan Umar r.a.
menjawab bahwa itu adalah pedangnya, tetapi hal itu
diingkari oleh orang Yahudi itu. Lalu hakim meminta saksi
kepada Umar r.a.. tiada mempunyai saksi. Oleh karena itu,
hakim memutuskan bahwa pedang itu milik orang Yahudi.

43M. Salam Madkur, Op. Cit., h. 36
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Tidak terperkirakan kekaguman orang Yahudi itu
melihat agama Islam yang mewujudkan persamaan antara
khalifah yang agung dengan seorang kecil dan menganut
agama lain pula. Dia kagum betapa dia telah duduk bersama
Umar r.a. di hadapan hakim, dan dia telah dimenangkan
pula dalam perkara. Hakim tidak mau membenarkan
perkataan Umar r.a. yang tiada bersaksi itu. Tak mampu
orang Yahudi itu berjuang melawan batinnya sendiri, maka
mengakulah dia bahwa pedang itu adalah pedang Umar r.a. .
Kemudian dia menganut Islam.**

Beberapa pertimbangan hukum  yang telah
dikemukakan di atas, pada dasarnya adalah untuk
menciptakan kemaslahatan bagi pencari keadilan (para pihak
yang berperkara) pada umumnya, dan para pihak yang
berkepentingan pada khususnya. Mengingat tujuan umum
pembentukan hukum Islam adalah untuk merealisir
kemaslahatan manusia dengan menarik keuntungan dan
melenyapkan bahaya dari mereka. Sepanjang tidak
bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dalam term agamay Allah-swa:mengurainya-melalui firman-
Nya yang mulia:

> 2323 2 DI ol I Jﬁ“’ 2
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Terejemahnya:

4 A. Syalabi, Op. Cit., h. 331
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lain:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. Al-Bagarah:
185).%°

Dasar pengambilan dalil (istimbath hukum) yang
doiadlly b3te e o gl 85

Terjemhnya:

“Pemerintah harus ~mengurus rakyatnya sesuai
dengan kemaslahatan”.

Sedangkan nash hadits adalah sebagaimana sabda

Nabi saw. yang menyatakan:

&

o 5 5753 Lo P 5 T
Terjemahnya:
“Sesungguhnya imam adalah laksana perisai,

dimana  (orang-orang) akan  berperang  di

belakangnya dan dia akan dijadikan pelindung.”
(H.R/ Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i; Ahmad dari
Abu‘Hurairah).

Hadits di atas memberikan ikhba>r (pemberitahuan)

yang berisi pujian, yaitu “imam adalah laksana perisai” jika

adanya “sesuatu yang dipuji” tersebut membawa akibat

tegaknya hukum Islam dan sebaliknya apabila “sesuatu yang
dipuji” tersebut tidak ada, hukum Islam tidak akan tegak,

4 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 45.
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maka pujian tersebut merupakan garinah jazimah (indikasi
yang tegas) bahwa “sesuatu yang dipuji” tersebut hukumnya
adalah wajib. “Sesuatu yang dipuji” itu tidak ada lain adalah
adanya khalifah Islam, yang akan menjadi “perisai’ bagi
kaum muslimin.

Khalifah Umar r.a. merupakan tokoh yang sangat
pandai dalam berijtihad. Maka ijtihad dan ra’yu merupakan
sistem yang sangat-penting dalam menyelesaikan masalah
yang timbul pada saat itu. Kita tidak dapat mengetahui
bahwa kejadian yang bermunculan yang tidak ada dalam al-
Qur’an dan al-Sunnah itu berada di luar jangkauan syara’
atau bebas hukum, karena kita yakin bahwa semua tindak
tunduk manusia ada aturannya dari Allah swt. Dengan
demikian harus dipahami bahwa semua kejadian yang
berlaku di dunia ini pasti ada aturannya dari Allah swit.
Aturan Allah itu dapat ditemukan secara harfiah dalam al-
Qur’an atau terdapat di balik harfiah itu.

Dengan demikian Khalifah Umar r.a. sering dianggap
telah menentukan kebijakan atau ijtihad yang menimbulkan
kontroversial ;s padahal hakikatnya adalah-~tidak+demikian.
Dalam hal ini akan"dijelaskan: lebih.lanjut pada sub bab
berikutnya.

D. KEBIJAKAN KONTROVERSIAL UMAR R.A.

4Hafid Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual, Cet. I,
(Bogor:  Al-Azhar Press, 2004), h. 229
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Di dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa Umar
r.a. adalah profil seorang pemimpin yang sukses, mujtahid
yang ulung dan sahabat Rasulullah saw. yang sejati. Beliau
adalah panglima perang dalam berbagai penaklukan lewat
kedua tangannya. Islam dan iman tersebar luas. la disegani
oleh orang, setan dan orang-orang yang bengis. la selalu
memenuhi permintaan orang-orang yang butuh pertolongan.
la rendah hati dan hebat. la pelita penduduk surga. Sikapnya
keras, tetapi lemah lembut. Pemaaf tetapi tidak lemah.

Bahkan Norcholis Majid pernah mengatakan dalam
bukunya, Islam Doktrin dan Penerapan, masa Khalifah Umar
r.a. adalah masa pembebasan (fath) dalam ekspansi militer
dan politik ke daerah-daerah luar jazirah Arab, Islam
menguasai “heart land” dunia yang terbentang dari Sungai
Nil ke Oxus (Amud Yarya), praktik pemerintahan dianggap
contoh ideal dalam pelaksanaan Islam setelah masa Nabi
saw..4’

Dalam menetapkan = kebijakan, kepemimpinan
Khalifah Umar r.a. sering dianggap seakan-akan terjadi
kontroversi, dengan. al-Qur’an; pal-Sunah-serta, ketetapan
pendahulunya: Namun apabila diteliti’ lebih..mendalam,
ternyata Umar r.a. memiliki jangkauan yang menyeluruh,
mencakup keseluruhan ajaran Islam.

Di antara contoh yang dianggap kontroversial yaitu:

47 Norcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta:
Paramadna, Cet. 1V, 2000, h. 165.
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1. Mengenai ghanimah (harta rampasan perang), dalam
surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi:

_ 8 & 1 - ° oy

;:wmi\MdU ;’:' u.a V:M Lo ‘3.6.19‘)

‘) u&—;‘;—“ﬁ u“‘—“mj‘ }"‘J‘ LSv‘-b L))'“J'UJ

/’ }91

J.a; Jp“b QL;;.;,Ji Ga.Jl 23 0B5all ¢ (ﬁy

@ﬁrw s (g
Terjemahnya:

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat
kamu peroleh sebagai rampasan perang*®, Maka
Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat
rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
ibnussabil*, jika kamu beriman kepada Allah dan
kepada apa® yang kami turunkan kepada hamba
kami (Muhammad) di hari Furgaan®, yaitu di hari

8 Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta
yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran,
sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinama fa'i. pembagian
dalam ayat Ini berhubungan dengan ghanimah'saja. Fa'i dibahas dalam
surat al-Hasyr

4% Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a.
Allah dan RasulNya. b. kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c.
anak Yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari
ghanimabh itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

%0 Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, malaikat
dan pertolongan

51 Furgaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang
dimaksud dengan hari Al Furgaan ialah hari jelasnya kemenangan orang
Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua pasukan di
peprangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah.
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bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu”. (Q.S. Al-Anfal: 41)°2

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta rampasan perang,
termasuk tanah, harus dibagikan dengan cara tertentu,
sebagian untuk tentara yang berperang. Nabi juga pernah
membagi-bagikan tanah pertanian di Khaibar setelah
dibebaskan dari bangsa Yahudi yang memusuhi Nabi.
Namun, demi kepentingan umum dan negara, Umar r.a.
tidak melaksanakan sebagaimana yang diterangkan dalam
Al-Qur’an dan sunnah Nabi, bahkan Umar r.a. membagi-
bagikannya kepada para petani kecil setempat, sekalipun
belum muslim. Tindakan ini menimbulkan protes keras
sebagian = sahabat yang dipimpin oleh Bilal dan
menimbulkan ketegangan di Madinah. Akhirnya, Umar r.a.
mantap dengan kebijaksanaannya itu setelah musyawarah
dan dukungan sementara para pembesar sahabat, setelah
mengemukakan interpretasinya sendiri yang meyakinkan
tentang keseluruhan semangat ajaran Al-Qur’an dan
kebijaksanaan Nabi SAW.>3

KeputusanmUmarr.a. itu didasarkan kepada:

a. Akan menghalangi perjuangan mereka.

sebagian Mufassirin berpendapat bahwa ayat Ini mengisyaratkan kepada
hari permulaan Turunnya Al Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.
52 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 267.
5 Prof. Dr. Hj. Musrifah Sunanto, Sejarah Islam Klasik
(Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam), Jakarta: Prenada Media, Cet.
I1, 2004, h. 25.
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b. Akan memerosotkan produksi pertanian, karena
mereka kurang berpengalaman dalam bidang
pertanian.

c. Menyebabkan timbul kasta baru dalam masyarakat,
yaitu golongan tuan tanah yang menjalankan praktik
monopoli, serta akan menjadikan golongan lain yang
tidak punya menjadi penganggur dan hidup tersia,
dan menghalangi generasi muda, yaitu generasi
penerus untuk mendapatkan hak dan mata
pencaharian mereka.>*

2. Menghapuskan hak muallaf untuk mendapatkan bagian
harta zakat. Padahal penghapusan ini bertentangan
dengan nas al-Qur’an, dan pada zaman Rasulullah
golongan ini memperoleh bagian zakat. Akan tetapi,
Umar r.a. berpendapat bahwa penghapusan ini
disebabkan karena negara cukup kuat menghadapi setiap
penghianatan. Para muallaf ini tidak perlu lagi dibujuk-
bujuk hatinya supaya tidak memperlihatkan perlawanan.
Dan ada sebagian tujuan lagi, bahwa umat Islam telah
banyaks sehingga jtidak+perluylagi-diberi, keistimewaan
kepada gotangan khusus dalam.tubuh umat ‘Islam. Dalam
penjelasan lain, dikatakan bahwa Umar r.a. melihat
pembagian zakat untuk muallaf pada masa lalu adalah
atas pertimbangan maslahat. Kini yang lebih maslahat
adalah apabila mereka tidak diberi.

54 Khalid Muhammad Khalid, op. cit., h. 221.
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3. Kebijakannya tidak melaksanakan hukum maksimal
(potong tangan) bagi pencuri pada masa paceklik karena
kebutuhannya untuk mempertahankan hidup. Umar r.a.
sadar bahwa pada masa pemerintahannya, dimana
kemakmuran telah mulai menampakkan hasilnya, sudah
timbul kesenjangan yang melebar antara si kaya dan si
miskin. Dalam situasi seperti itu, jika si miskin yang
mencuri harta sikaya sekedar untuk mempertahankan
hidup, maka terasa terlalu berat untuk dijatuhkan
hukuman maksimal dengan “memotong - tangannya.
Apalagi dengan memotong tangan akan menghalangi si
pencuri miskin itu untuk mencari nafkah secara wajar.

Dasar pertimbangannya sebagai berikut:

¢ Umar ra. barangkali mempertimbangkan juga
bahwa timbulnya tindakan pencurian di kalangan si
miskin adalah karena ketidakpedulian orang kaya
terhadap si miskin.

¢ Selain  itu, barangkali pula Umar ra.
mempertanyakan apa yang akan dijatuhkan kepada
pencuri. non-muslim yang jumlahnya lebih banyak
dari ‘pencuri muslim? Apakah juga potong tangan?
Besar kemungkinan jawabannya adalah tidak. Sebab,
jika potong tangan itu adalah hukum agama, sudah
barang tentu mereka tidak mau dikenai hukuman itu
sebab mereka bukan muslim. Jika jatuh hukuman
yang  berbeda, maka akan  menimbulkan
kecemburuan muslim terhadap non-muslim. Atas
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pertimbangan-pertimbangan seperti ini dan demi
pelaksanaan prinsip keseimbangan antara kejahatan
yang dilakukan dan beban hukuman serta besar
kecilnya nilai barang yang dicuri. Kalau pencurian
seratus dirham dihukum sama beratnya dengan
pencurian seribu dinar, barangkali akan berlawanan
dengan rasa keadilan masyarakat.>®

4. Umar r.a. memperberat hukuman bagi pelaku zina dan
pemabuk ~dari tersebut Al-Qur’an karena kedua
perbuatan itu sangat mengancam ketertiban dan
ketentraman serta kebersamaan dalam masyarakat.
Kebiasaan minum minuman keras bagi orang Arab pra-
Islam adalah untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah
orang kaya, untuk bermegah-megah dan menjadi
kebiasaan orang-orang nonmuslim, bukan saja akan
menimbulkan kesenjangan sosial tetapi juga dapat
berakibat  timbulnya = perbuatan-perbuatan  yang
membawa kerusakan bagi dirinya sendiri dan orang
lain.>®

Padahal kejahatansminuman keras.pada-masa-Nabi yang
disebutkan.dalam sebuah hadits..bahwa,. Rasulullah
pernah memukul orang yang meminum khamar empat
puluh kali dengan pelepah kurma. Begitu juga yang
dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Tetapi Khalifah

% Taufig Abdullah dan M. Rusli Karim (Editor), Metodologi
Penelitian Agama; Suatu Pengantar, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2004),
h. 97

% Ibid, h. 102
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Umar r.a. memukul orang mabuk dengan delapan puluh
kali pukulan.

5. Talak tiga yang diucapkan sekaligus di suatu tempat
pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak
mungkin rujuk (kembali) sebagai suami istri. Kecuali
salah satu pihak (dalam hal ini bekas istri) kawin lebih
dahulu dengan orang-lain. Garis hukum ini dilakukan
oleh Khalifah Umar r.a. berdasarkan kepentingan para
wanita. Karena di zamannya banyak pria yang mudah
mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istrinya, untuk
dapat bercerai dan kawin lagi dengan wanita lain.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

a. Untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan
hak talak yang berada di tangan pria.

b. Agar pria berhati-hati mempergunakan hak talak itu,
dan tidak mudah mengucapkan talak tiga Kkali
sekaligus. Yang mana talak tiga sekaligus di zaman
Nabi dan Abu Bakar dianggap jatuh talak satu.

c. Untuk mendidik suami supaya tidak
menyalahgunakan' wewenang wyang berada dalam
tangannya.®’

6. Di dalam Al-Qur’an (QS. 5:5) terdapat ketentuan yang
membolehkan pria muslim menikahi wanita ahlul kitab

>"Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Illmu Hukum dan
Tata hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),
2006, h. 175
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(wanita Yahudi dan Nasrani), akan tetapi Khalifah Umar
r.a. melarang perkawinan campuran demikian, dengan
tujuan untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan
keamanan (rahasia) negara.>®

Pembebasan atau pemecatan Khalid bin Walid sebagai
pemimpin umum, padahal beliau baru saja selesai
memimpin pertempuran Ajnadain. Dalam hal ini banyak
sebagian sahabat yang pro-kontra.. Akan tetapi setelah
pemecatan. Khalid bin Walid, dihimbaunya kaum
muslimin di  Madinah, kemudian menyampaikannya
kepada mereka, “Saya mengajukan alasan kepada tuan-
tuan mengenai pemecatan Khalid. Saya perintah
kepadanya agar memberikan harta khusus bagi orang-
orang muhajirin golongan lemah saja, tapi ternyata ia
memberikannya kepada orang-orang kuat (kaya),
golongan bangsawan dan orang yang berpengaruh.”>®

Dalam bukunya As-Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan
Islam bahwa sebab yang mendorong membebaskan
Khalid Ibnu Walid, beliau berkata: “Saya membebaskan
kedua panglima dari tugasnya masing=masing. bukanlah
karena  syak dan sangka terhadap mereka, hanya karena
saya melihat telah banyak manusia yang membesarkan
dan memuja mereka. Jadi, saya khawatir kalau-kalau
manusia menjadi sesat dan terperdaya, karena kecintaan
dan kekaguman mereka kepada keduanya.”

%8bid, h. 177
%9 Khalid Muhammad Khalid, Op.Cit, h. 227
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Sepintas lalu keputusan-keputusan (dalam
Kepustakaan terkenal dengan ijtihad) Umar r.a. seakan-akan
bertentangan dengan Al-Qur’an. Namun kalau dikaji sifat
hakikat ayat-ayat tersebut dalam rangka tujuan hukum Islam
keseluruhannya, ijtihad yang dilakukan oleh Umar r.a. Ibnu
Khaththab itu tidak bertentangan dengan maksud ayat-ayat
tersebut.®

Dari kasus-kasus itu kelihatan bahwa Umar r.a.
memiliki jangkauan pemikiran  jauh ke depan. Dalam
mengambil keputusan hukum Umar ra. tidak sekedar
berpedoman kepada lahiriyah nas tetapi berpedoman pada
jiwa yang terkandung dalam nas wahyu. Tampak perluasan
wilayah Islam di masa Khulafa al-Rasyidin telah
menimbulkan persoalan baru. Karenanya, seperti terlihat di
muka, lahir keputusan hukum kontroversial. Secara harfiah
dapat dikatakan salah, tetapi secara ideal hal itu lebih tepat.
Kemampuan Umar ra. menangkap pesan yang di balik nash
yang tersurat, merupakan salah satu kehebatan yang
dianugerahkan oleh Allah swt. dan dengannya hukum Islam
mengalami perkembangan.

e RGP

60 Muhammad Daud Ali, Op.Cit., h. 175
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IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DAN
KEADILAN UMAR R.A. DALAM KONTEKS
MODERN

A. PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN UMAR
R.A.

Apabila dianalisa secara komprehensif,
kepemimpinan Umar merupakan contoh yang sangat ideal
sebagaimana yang dikatakan oleh Nur Cholis Majid dalam
bukunya yang berjudul “Islam Doktrin dan Peradaban”,
bahwa praktik pemerintahan. Umar dianggap contoh ideal
pelaksanaan Islam sesudah masa Nabi, dan kelak menjadi
bahan rujukan utama dalam penegakan hukum Islam. Dalam
merumuskan hukum Islam, Umar dianggap sebagai mujtahid
yang ulung karena pemikirannya sangat tajam. Dengan
ringkas Ibnu Qoyyim merumuskan tujuan hukum Islam
antara lain sebagai berikut:

Syariat Islam bersendi dan berasas atas hikmah dan
kemaslahatan manusia dalam hidupnya di dunia dan akhirat.
Syariat adalah  keadilan, rahmat (kasih  sayang),
kemaslahatan dan kebijaksanaan sepenuhnya. Setiap
persoalan yang keluar dan menyimpang dari keadilan
menuju keaniyaan, keluar menyimpang dari kasih sayang
menuju sebaliknya, keluar menyimpang dari kemaslahatan
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menuju kepada mafsadah kerusakan, keluar menyimpang
dari kebijaksanaan menuju kepada kesia-siaan, bukanlah
termasuk syariat. Syariat adalah keadilan Allah di tengah-
tengah hamba-Nya, kasih sayang Allah di antara makhluk-
Nya.

Berangkat dari tujuan bahwa hukum Islam adalah
kemaslahatan hidup manusia inilah percaturan tentang
hubungan nash Al-Qur’an atau sunnah Rasul dengan
maslahah merupakan salah satu permasalahan yang pelik
dan penting. ljtihad atas dasar pembahasan tentang maslahah
sebagai tujuan hukum Islam sering memungkinkan tidak
diterapkannya ketentuan nash menurut apa adanya. Tetapi
diterapkan dengan cara lain atau bahkan tidak diterapkan
sama sekali, sebagaimana kebijakan Umar yang telah
dijelaskan  di atas tentang contoh-contoh kebijakan
kontroversial Umar, diantaranya:

e Pembagian harta rampasan perang;

e Penerapan potong tangan;

e Menghapus hak mukallaf;

e Memperberat hukuman-pelaku zina.dan pemabuk;

e Talak tiga yang diucapkan/sekaligus;

e Melarang pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab;
e DIl

Pemikiran Umar r.a. dalam hukum Islam dapat juga
berupa usaha memahami makna terdalam yang terkandung
dalam berbagai macam hukum Islam, baik yang menyangkut
agidah, ibadah, muamalat, dan adab sopan santun dalam
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pergaulan. Sebagaimana pemikiran hukum Islam yang dapat
menjadi pedoman pemikiran kefilsafatan hukum Islam pada
umumnya.

Prinsip hukum Islam dapat disebutkan antara lain
sebagai berikut:

1. Prinsip agidah yang benar;

2. Prinsip meniadakan - perantara antara manusia dengan
Tuhan;

Prinsip menengah dan bersahaja dalam segala hal,

Prinsip tolong menolong;

Prinsip keadilan dan persamaan;

Prinsip musyawarah;

Prinsip kebebasan;

Prinsip toleransi;

Prinsip solidaritas sosial.

© XN O ®

Dari semua prinsip (di atas, telah dilaksanakan
Khalifah Umar dengan baik dan sesuai dengan tuntutan
masyarakat pada saat itu. Contoh-contoh prinsip tersebut
adalah:

1. Prinsip Agidah yang Benar

Umar pernah pergi ke rumah Rasulullah dan beliau
berkata: “Demi bapak dan ibuku yang menjadi tebusan Anda
wahai Rasulullah, bagaimnakah pendapat Anda? Demi

Ahmad Azhar Basyir, MA., Pokok-pokok Persoalan Filsafat
Hukum Islam,  (Cet.lll; Yogyakarta: UUI Press), 2006, h. 56
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Allah, tidak satu pun tempat yang pernah saya duduki dalam
kekafiran, kecuali akan saya nyatakan di sana keimanan
tanpa takut dan gentar! Ketahuilah wahai Rasululla, bahwa
mulai saat ini kita beribadah kepada Allah, janganlah secara
rahasia dan sembunyi-sembunyi lagi!”?

Dalam suatu kesempatan lain, Umar berkata dengan
suara lantang: “Demi Allah, tiada suatu tempat pun yang
telah saya duduki_dalam kekafiran, kecuali akan saya isi
dengan keimanan.”®

Menurut penjelasan Prof. H. M. Daud Ali, SH. yang
tertulis dalam buku yang berjudul Hukum Islam, bahwa
menurut al-Qur’an runtuhnya iman tidak sama dengan
timbulnya kehendak yang buruk, tetapi karena tidak adanya
atau tidak dipergunakannya akal secara baik dan benar.

Agidah yang benar atau tauhid dapat kita temukan
dalam ajaran para Nabi dan Rasul yang selalu membawa
ajaran tauhid. Sebagaimana firman-Nya'
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Terjemahnya:

“Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu,
kecuali Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan

2 Khalid Muhammad Khalid, Op.Cit, h. 142
% Ibid, h. 140
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selain Aku, maka sembahlah Aku”. (Q.S. Al-Anbiya’ (21):
25)*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua Nabi
mambawa ajaran tauhid, tetapi ada perbedaan dalam
penerapan dan pemaparan mereka tentang prinsip tauhid.
Jelas sekali bahwa Nabi Muhammad saw. melalui al-Qur’an
dipercaya oleh Allah.

Dengan aneka penjelasan dan bukti, serta jawaban
yang membungkam siapa pun Yyang mempersekutukan
Tuhan. Dasar ini terus dikembangkan pada masa Khulafaur
Rasyidin. Sampai Umar ra. pernah berkata: “Setiap tempat
yang dulunya dipakai untuk patung-patung Quraisy, harus
pula di sana didengungkan kalimat La> lla>ha Illa>
Alla>h, Muhammad ar-Rasu>lulla>h.” ®

2. Prinsip Meniadakan Perantara antara Manusia
dengan Tuhan

Cobalah kita renungkan fakta ini: Di pinggiran kota
Piyongyang, Korea Utara; di atas sebuahbukit,berdiri tegak
patung raksasa Kim 1l Sung/ Patung itu‘dibuat begitu rupa,
sehingga seolah-olah tangan Kim hendak menggapai langit,
atau bersikap seperti mau “memberkati” ibu kota Korea
Utara. Salah satu pandangan harian ialah rombongan demi

4 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 498
5 Khalid Muhammad Khalid, Op.Cit., h. 141
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2

rombongan  anak-anak  sekolah  dengan  “khusyu’
mengucapkan kalimat pujian pada Kim Il Sung.

Demikian juga pandangan harian di Lapangan Merah
Moskow, Uni Soviet, misalnya, ialah deretan panjang orang
antri untuk berziarah ke Mousoleum Lenin dengan sikap
yang jelas-jelas bersifat minta berkah kepada sang pemimpin
yang jenazahnya terbaring di balik kaca tebal itu. Stalin
pernah diperlakukan seperti Tuhan demikian Maozedong
(Mao Tse Tung) di RCC dan seterusnya.®

Melihat semua itu, gejala pada kaum komunis itu
menunjukkan kenyataan yang umum pada manusia bahwa
jika manusia tidak mendapatkan hidayah yang benar,
cenderung ke arah syirik, politheisme. Karena itu, nabi-nabi
tidak hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu ada. Yang lebih
penting, disamping Tuhan itu ada juga Maha Esa, bagi kita
diperintahkan untuk memuja kepada Dia Yang maha Esa dan
kalau berdoa dan minta juga hanya kepada Dia. Ajaran Islam
tidak memperkenankan untuk menggunakan perantara dalam
berkomunikasi dengan Allah swt. karena hal tersebut
dianggap syirik dan.menyimpang dari ajaran-agama. Dengan
demikian, Umar r.a. pernah berkata.dengan lantang: “Demi
Allah, tiada suatu tempat yang telah saya duduki dalam
kekafiran, kecuali akan saya isi dengan keimanan.”

®Nurcholish Madjid, Pintu-pintu Menuju Tuhan, Cet. VII, (Jakarta:
Paramadina, 2004, h. 36
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3. Prinsip Menengah dan Bersahaja

Dalam masalah ini, Amirul Mukminin sangat
menyadari bahwa ujian yang paling berat dalam menunaikan
amanat pemerintahan adalah mengenai hubungannya dengan
kaum keluarganya, yaitu mengenai sikap mempersamakan
mereka (kaum keluarga) dengan orang lain di hadapan
undang-undang yang sama dan keadilan yang serupa. Selain
itu mereka (kaum kerabat) diharuskan untuk segera tampil ke
depan disaat -munculnya bahaya serta rela mundur dan
menunggu di belakang dikala pembagian rizki dan harta
benda.

Pada suatu hari, i1a masuk ke rumah putranya,
Abdullah, didapatinya ia sedang makan daging. Umar sangat
marah dan berkata: “Mentang-mentang putra Amirul
Mukminin, kamu makan daging, sedangkan orang lain
sedang berada dalam kesusahan! Kenapa tidak makan roti
dengan garam atau roti dengan minyak saja?”

Pada suatu hari, ketika putra Umar datang dengan
memakai pakaian yang bagus, maka Umar memukulnya
dengan cemetihingga ia menangis. Maka Siti Hafsah berkata
kepadanya, © “Mengapa = engkau“meémukulnya?” “Aku
melihatnya ketika ia sedang mengagumi dirinya, maka aku
memukulnya agar ia sadar,” jawab Umar.’

Dalam hal ini sesuai dengan dasar Al-Qur’an surat
Al-Maidah (5): 8, yang berbunyi:

" Muhammad Shiddig Al-Minsyawi, Op. Cit., h. 44,
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> _ /ai L2, 8 -
{g;;;_..U*: /Qb}l Y. l,_l/_x_c\
Terjemahnya:

Berlaku adillah! Karena adil lebih dekat dengan takwa. (Q.S.
Al-Maidah (5): 8).8

Demikianjuga dalam surat al-An’am (6) 152.
P
J.e 15 ul£=)Jj |)J.\.9L9,Mb ‘JJ

Terjemahnya:

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku
adil walaupun terhadap kerabat. (Q.S. Al-An’am (6): 152)°

Ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan manusia di
sisi Allah swt. adalah sama. Yang membedakan di antara
mereka hanyalah kualitas ketakwaannya. Jadi, sehubungan
dengan ini, Islam tidak membenarkan tindakan diskriminatif
antara manusia yang didasarkan pada suku, bangsa, ras,
warna kulit, pangkat maupun jabatan, dan sebagainya. Tetapi
ini bukan berarti Islam tidak mengakui adanya kelebihan-
kelebihan antara seseorang dan yang lainnya, seperti
kelebihan , dalam . bidang. ilmu, harta;.. keahlian dan
ketrampilan X

8 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 159

% lbid, h. 214.

Ahmad Kosasih, MA., HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap
Persamaan dan Perbedaan antara Islam & Barat, (Jakarta: Salemba
Diniyah, 2003), h. 47
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Dalam sisi lain Allah menegaskan:

b OJ{J‘LQUANJPMM‘UJD
fel G J&).@.e)) é_g.a\j \)144_9 ,a.,\J\
RCSTREV D (E VAR PRS- b
Terjemahnya:
Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang
lain dalam-hal rizki, tetapi orang-orang yang dilebihkan
(rizkinya) tidak mau memberikan rizki mereka kepada
pudak-pudak yang mereka miliki, agar mereka sama

(merasakan) rizki itu, maka mengapa mereka menginginkan
nikmat Allah. (Q.S. An-Nahl (16): 71).1

Dalam hal ini, hanya saja kelebihan-kelebihan yang
ada tidak boleh dijadikan dalil untuk bertindak tidak adil
atau mengambil jalan tengah. Sebab semua orang adalah
sama di depan hukum (equal in front of law) dan berhak
memperoleh perlindungan yang sama dari hukum tanpa
dibedakan) Semua orang berhak /memperaleh sperlindungan
yang sama/’ dan" tanpa “diskriminatif.<"Dengan~"demikian,
contoh pribadi Umar patut kita teladani.

11 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 412,
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4. Prinsip Tolong Menolong

Prinsip tolong menolong telah dilakukan Umar
meskipun telah menjadi khalifah, Umar tetap dekat dengan
rakyatnya. Diterangkan dalam Bab Il bahwa setiap malam
Umar berkeliling mengamati keadaan rakyatnya, ia khawatir
kalau-kalau ada di antara mereka yang mengalami kesulitan,
seperti sakit dan kelaparan. Bila ditemukan, ia tidak segera
memberi bantuan langsung, bahkan sering dijumpai Umar
mengangkat sendiri bahan makanan untuk orang-orang yang
memerlukannya.

Pada suatu malam, Umar meninggalkan tempat
tidurnya, kemudian ia keluar rumah untuk meronda
rakyatnya. Pada waktu itu, ia melihat wanita sedang
membawa kantong air di atas punggungnya dan ia berjalan
di malam hari tanpa alas kaki. Ketika Umar bertanya
kepadanya tentang keadaannya, maka ia menerangkan bahwa
ia adalah seorang wanita miskin yang mempunyai keluarga
banyak dan ia tidak mempunyai pembantu, sehingga ia tidak
dapat mengambil air minum dari telaga kecuali di malam
hari. Mendengar sucapan-wanita ituy, maka-~hati Umar
terenyuh, sehingga ia membawakan, kantong air.dtu hingga
tiba di rumah wanita tersebut.

Umar berkata kepadanya, “Datanglah engkau besok
pagi ke tempat Umar, agar ia memberimu seorang
pembantu.” Jawab wanita itu, “Aku merasa sulit untuk
menemuinya.” Jawab Umar, “Pasti esok pagi engaku akan
menemuinya.”
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Ketika wanita itu ke tempat Umar, maka ia segera
melarikan diri setelah ia mengetahui bahwa lelaki yang
menolongnya tadi malam adalah Umar sendiri. Melihat
kejadian itu, maka Umar menyuruh seorang pembantu untuk
mengikutinya dan menyerahkan sejumlah uang kepadanya.'?

Dalam hal ini sesuai dengan Al-Qur’an, yaitu
menganjurkan sumbangan sukarela dan menekan keinsafan
pribadi. Namun dalam beberapa hal, Al-Qur’an juga
menekankan hak dan kewajiban, baik melalui kewajiban
zakat, yang merupakan delapan kelompok yang ditetapkan
(Q.S. Al-Taubah (9)' 60) sebagai berikut'

w\y u«wuuw vt 23,
)...LC AJJ‘) AJJ‘ \_).n 4.,4.93 M\ d\) AJJ‘
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Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu'allaf yang. dibujuk ' hatinya, untuk = (memerdekakan)
budak, orang-orang yang berhutang; untuk jalan®Allah dan
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Taubah (9): 60).%3

12 Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, Op. Cit., h. 45.
13 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 288.
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Melalui sedekah wajib yang merupakan hak bagi
yang meminta atau yang tidak namun membutuhkan
bantuan, yang tercantum dalam surat Al-Dzariyat (51): 19:

e "a/’J/ _{w;i/ E ‘/’E.n/
(2295105 J LA G 050l (5
Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin
yang meminta-dan orang miskin yang tidak mendapat
bagian'*. (Q.S. Al-Dzariyat (51): 19).%%”

5. Prinsip Keadilan dan Persamaan

Dalam penerapan hukum-hukum haruslah dipahami
prinsip-prinsip persamaan hak dan keadilan sebagaimana
keharusan berpegang pada adanya bukti-bukti dan
menetapkan tempo dalam -pemeriksaannya. Sedangkan
prinsip-prinsip itu telah ada dalam dalil-dalil syariat dengan
ketentuan tidak boleh menyalahi sedikitpun. Adapun aturan-
aturan tambahan yang dianggap sebagai sendi keadilan,
maka berkembang 'ménurut situasi zaman dan tempat. Oleh
karena itu, “memberi’ peluang “bagi “pejabat ‘gadhi untuk
melakukan ijtihad sebagaimana Risalah Al-Qadho’ dari
Umar yang diserahkan kepada Abu Musa Al-Asy’ari, qadhi
Kufah. Salah satu di antaranya adalah “Pahamilah dengan

14 Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang
miskin yang tidak meminta-minta.
15 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 859
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sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu,
yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al-
Qur’an dan tidak terdapat pula di dalam sunnah Nabi SAW.
Kemudian  bandingkanlah  perkara-perkara itu, dan
perhatikanlah (perkara) yang serupa (hukumnya dengan
perkara-perkara itu) kemudian pegangilah mana (hukum)
yang menurut pendapatmu-lebih diridhoi Allah dan lebih
mendekati kebenaran.”

Dalam- pertumbuhan selanjutnya, ketentuan yang
berasal dari ijtihad Ulil Amri, dalam pandangan Hazairin
dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

a. Yang berwujud pemilihan atau penunjukan garis hukum
yang setepat-tepatnya untuk diterapkan pada suatu
perkara atau kasus tertentu yang mungkin langsung
diambil dari ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an, mungkin
pula ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau teladan
yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.

b. Ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan
garis hukum baru bagi keadaan baru menurut tempat dan
waktu, yang berpedoman/ kepada kaidah thukum yang
telah ada‘dalam ‘al-Qur’an‘dan sunnah Rasul.*®

Dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran
atau ra’yu untuk berijtihad dalam pengembangan hukum
Islam adalah Al-Qur’an surat Al-Nisa’ (4) ayat 59, yang
berbunyi:

16 Muhammad Daud Ali, op. cit., h. 116.
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Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang = sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul
(sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. Al-Nisa’ (4) : 59).17

Dalam penjelasan ayat tersebut di atas, juga
mewajibkan orang untuk mengikuti ketentuan Ulil Amri
(orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa).
Kemudian ketentuan ijtihad yang lebih luas akan dijelaskan
dalam sub berikutnya tentang Analisa Dasar Hukum.

6. Prinsip Musyawarah

Di dalam Islam, setiap keputusan yang menyangkut
kepentingan bersama harus diambil dengan jalan
musyawarah, termasuk di dalamnya perihal pengangkatan

17 Departemen Agama R, op. cit., h. 128.
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seorang pemimpin. Kehendak rakyat atau anggota
masyarakat hendaklah dijadikan dasar bagi kekuasaan
pemerintahan. Dalam hal ini al-Qur’an menegaskan:

}}95/ AR ;:5/ S o g //,J _ .4.0/
w2 ely alall 1Bl G0 Talell cpdlls
e SO

Terjemahnya:

“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (Q.S. As-
Syura (42): 38).1%”

Dalam masalah musyawarah ini, Umar tidak pernah
memaksakan pendapat apalagi mendiktekan pendapatnya.
Bahkan tiada suatu saat pun dari waktu siang
dipergunakannya untuk melaksanakan pemerintahan seorang
diri, tanpa mengikutsertakan mereka dalam memikul
tanggung jawab secara aktif dan benar.®

Bagi Umar,bermusyawarah itu-bukan, hanya sekedar
menguatkan/ pendapatnya semata,.. tetapii untuk mencari
kebenaran. Hal tersebut pernah dikemukakan kepada
umatnya, “Janganlah tuan-tuan mengemukakan pendapat
yang menurut persangkaan tuan-tuan sesuai dengan

18 |bid, h. 789.
19 Khalid Muhammad Khalid, Op. Cit., h. 220.
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keinginan saya, tetapi kemukakanlah buah pikiran menurut
perkiraan tuan-tuan sesuai dengan kebenaran.”

Ketika kaum muslimin telah membebaskan negeri
Irak dari cengkeraman Persi dan kebanyakan penduduknya
telah memasuki agama Allah, Umar berpendapat tidak akan
membagikan tanah pertaniannya kepada pejuang. la
membiarkannya dipelihara oleh pemilik-pemiliknya dahulu.
Kemudian pajak yang dipungut dari mereka itu diserahkan
kepada Baitul' Ma>l dan dibagi-bagikan kepada mereka
menurut pembagian yang telah ditetapkan. Pendapat ini telah
ditentang oleh segolongan besar sahabat. Dan setiap suara
mereka bertambah keras dan tantangan bertambah tajam,
Umar hanya menyambut dengan tenang. Beliau berkata,
“Pendapat yang saya kemukakan itu timbul dari pemikiran
saya.” Maka pertemuan itu bubar tanpa mencapai suatu
kesepakatan.

Pada pertemuan lain, Umar ra. memanggil
segolongan dari orang-orang Anshar yang telah diakui
keahlainnya, kematangan dan pengalamannya, kemudian
diadakan diskusipdi antarasmereka. Umarpymerasa khawatir
jangan-jangan~ . kedudukannya . ‘sebagai = khalifah akan
menyebabkan sebagian mereka mengambil muka dan
menyetujui  saja pendapatnya. Maka pertemuan itu
dibukanya dengan memperingatkan hal itu:

“Saya panggil tuan-tuan ke sini maksudnya agar tuan-
tuan ikut memikul amanat yang saya pikul mengenai
urusan tuan-tuan, karena saya ini kedudukannya sama
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dengan tuan-tuan, tidak lebih. Maka sekarang tuan-tuan
akan menetapkan kebenaran, dari itu bantahlah saya jika
ada yang tidak sependapat, sebaliknya sokonglah saya
jika sependapat. Saya tidak ingin tuan-tuan mengikuti
keinginan saya, karena di sini tuan-tuan ada kitabullah
yang mengungkapkan kebenaran. Dan demi Allah,
seandainya saya mengucapkan suatu hal yang saya
inginkan, maka tiadalah yang saya tuju selain dari
kebenaran!”?°

Bagi Umar, bermusyawarah adalah menyetujui suatu
pendapat atau menentangnya, tak ubahnya bagaikan
sepasang sayap dari hukum yang baik, dan merupakan paru-
paru dari setiap hukum yang benar. Dalam hal ini al-Qur’an
menggarisbawahi dalam surat Az-Zumar (139)' 17-18:
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Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak
menyembah- nya?* dan kembali kepada Allah, bagi mereka
berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada
hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu

20 Ibid, h. 222.
21 Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah
s.w.t.
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mengikuti apa yang paling baik di antaranya??. mereka Itulah
orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka
Itulah orang-orang yang mempunyai akal.” Q.S. Az-Zumar:
17-18).%

Dalam Tafsir Al-Munir karya Imam Nawawi juz 2
halaman 237, dijelaskan bahwa Imam Ibnu Abbas
meriwayatkan mulanya dikehendaki ayat itu adalah ketika
ada seorang lelaki duduk bersama suatu kaum yang sedang
membicarakan hal-hal yang baik dan buruk. Kemudian lelaki
tersebut menceritakan kepada orang lain tentang hal yang
dianggap baik dari apa yang ia dengarkan dari perbincangan
sebuah kaum tersebut, dan tidak menceritakan hal-hal yang
dianggap buruk. Allah menyebukan bahwa dialah termasuk
orang-orang yang diberi petunjuk dan akal yang selamat.

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap orang berhak
menyampaikan  pendapatnya  kepada ~orang lain,
mengingatkan kepada kebenaran, kebajikan serta mencegah
kemungkaran. Bahkan hal itu disampaikan bukan karena ada
hak tetapi sekaligus menjadi suatu kewajiban sebagai orang
beriman.

22Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al
Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-
ajaran Al Quran Karena ia adalah yang paling baik

23 Departemen Agama R, op. cit., h. 148.
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7. Prinsip Kebebasan

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk
memperoleh keadilan dengan pengajuan permohonan,
pengaduan, dan gugatan dalam berbagai perkara, baik
pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui
peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan
hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif
oleh hakim yang jujur dan adil untuk-memperoleh putusan
yang adil dan benar.

Prinsip kebebasan merupakan hak setiap individu.
Oleh karena itu, Umar memberikan kesempatan kepada siapa
saja untuk menyampaikan aspirasinya. Pernah pada suatu
hari, Umar mengucapkan kalimat tasbih dan tahmid di atas
mimbar sambil mengarahkan kepada khalayak ramai.

“Janganlah kalian menentukan harga yang tinggi
untuk mas kawin bagi seorang wanita. Sesungguhnya tidak
pantas jika seorang menetapkan mas kawin lebih tinggi dari
yang pernah diberikan Rasulullah SAW. Adapun mas kawin
yang berlebihan, sebaiknya dimasukkan ke dalam Baitul
Mal,” kata Umar.

Ketika ia akan turun dari mimbar, maka ada seorang
wanita Quraisy memprotesnya, “Wahai Umar Amirul
Mukminin, apakah firman Allah yang lebih pantas diikuti
atau ucapanmu?”’

“Yang lebih pantas diikuti adalah firman Allah, tetapi
mengapa engaku bertanya demikian? Jawab Umar.
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Wanita itu menjawab, “Tadi engkau melarang
seseorang memberi mas kawin yang tinggi kepada seorang
wanita, padahal Allah swt. berfirman:
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Terjemahnya:

”Dan jika kamu ingin mengganti IStrimu dengan istri yang
lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di
antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu
mengambil kembali padanya barang sedikitpun. Apakah
kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan dusta
(tidak sah) dan dengan menanggung dusta yang nyata”. (Q.S.
an-Nisa’: 20).%

Mendengar sanggahan itu, Umar berseri-seri, di
kedua bibirnya terlukis senyum, dan dari mulutnya keluarlah
ucapan yang terkenal:

}oﬁ *adis” 19 ‘\}Zl :LJU&‘
Terjemahnya;
“ Benarlah wanita itu dan salahlah Umar!”

Bahkan, meskipun tantangan itu dikemukakannya
dengan amarah yang menyala, Umar tidak akan berkecil hati
atau merasa gusar karenanya.?®

24 1bid, h. 119.
%5 Khalid Muhammad Khalid, Op. Cit., h. 227
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Kemudian ia kembali ke atas mimbar dan berkata,
“Kalau tadi aku melarang kalian meninggalkan harga
maskawin bagi wanita, maka sekarang lakukanlah semampu
kalian.”?®

Penjelasan tentang ayat al-Qur’an serta kisah di atas
menegaskan bahwa setiap orang berhak dan memiliki
kebebasan untuk berpikir.dan menyampaikan pendapat untuk
mencari kebenaran, karena prinsip Islam dan ajarannya
menjunjung tinggi hak dan martabat manusia.

8. Prinsip Toleransi

Keberhasilan Umar dalam pengembangan Islam
pantas kita contoh meskipun banyak orang yang
beranggapan Umar adalah tokoh yang Kkeras dan
menakutklan, tak kenal kompromi, itu anggapan yang salah.
Sebenarnya Umar adalah orang yang punya prinsip toleransi
yang sangat tinggi sebagaimana telah dijelaskan bahwa
Umar juga menjalin kerja sama dengan orang-orang non-
muslim.

Prinsip ‘toleransi ‘juga diceritakan® di “dalam buku
tentang kemuliaan Umar Ibnu Khaththab yang menjelaskan
bahwa Umar adalah keras tetapi ramah. Ada sekelompok
orang Islam duduk di sisi Abdurrahman Ibnu Auf mereka
berkata, “Bicaralah engkau kepada Umar Ibnu Khaththab
bahwa ia terlalu menakuti kepada kita sampai kami tidak

%6 Muhammad Shiddig Al-Minsyawi, Op. Cit., h. 55
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dapat memandang dirinya” Maka Abdurrahman bin Auf
meninggalkan masjid dan pergi ke tempat Umar untuk
menyampaikan ucapan kawannya ‘“Benarkah mereka berkata
demikian? Demi Allah, aku telah bersikap ramah kepada
mereka, sampai aku merasa takut kepada Allah karenanya,
lalu harus bagaimanakah aku?” Jawab Umar dengan nada
marah. Kemudian Umar meneteskan air mata dan kedua
bibirnya gemetar sampai terdengar suara tangisnya.?’

Sikap - toleransi Umar adalah. mencontoh
kepemimpinan Rasulullah, sikap toleransi ini pernah
dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin
Negara Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama.
Sikap tersebut tercermin dalam salah satu prinsip yang
tertera dalam piagam Madinah yang berbunyi:
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Terjemahnya:

“Orang-orang Y ahudiidan-Bani: Auf adalah:satu.umat dengan
orang mukmin, orang Yahudi~hendaknya berpegang teguh
pada agama mereka dan orang-orang Islampun berpegang
pada agama mereka, termasuk juga sekutu-sekutu dari diri
mereka sendiri, kecuali bagi orang yang berbuat aniaya dan
durhaka, orang-orang yang semacam ini hanya akan merusak
diri dan keluarga.”?®

2 Muhammad Shiddiq Al-Minsyawi, op. cit., h. 149-150.
28 Ahmad Kosasih, MA., Op.Cit., h. 61
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Sehubungan dengan kebebasan kepercayaan, Al-

Qur’an menyebutkan antara lain:
P
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Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan dari pada
jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak
akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.” (Q.S. Al-Bagarah: 256).%°

Pada ayat lain juga dijelaskan, diantaranya:
3.3 2
ACY ),J.e qu,@_e j;i: /&’Lj‘;d/-@;

Terjemahnya:

“Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu,
maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia

29 Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 63
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beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia
kafir.” (Q.S. Al-Kahfi : 29).%

Begitu juga diterangkan dalam surat Yunus (11) ayat
99:

L’*ﬁr&l—%’q@)\[‘éu‘wy"u/ L5l

29 T o iy;w; HIF<IR 1]
Terjemahnya:
“Dan jikalau~ Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman
semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah

kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi
orang-orang yang beriman semuanya?”3!

Dalam Tafsir Al-Munir karya Imam Nawawi juz 1
halaman 377, bahwa kata “jami>an” ditafsikan ‘“‘semua
makhluk” "Itu beriman tanpa ada perbedaan, tetapi Allah
SWT tidak menghendaki seperti itu. Apakah kita harus
memaksa mereka sedangkan Allah tidak menghendaki
mereka? Dengan demikian, tentu Kkita tidak akan bisa
melakukan pemaksaan pada seseorang tentang masalah yang
berkaitan dengan keimanan.

Berdasarkan ayat-ayat .di“atas, jelaslah bahwa
masalah menganut suatu agama atau kepercayaan
sepenuhnya diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk
memilihnya. Menganut suatu agama atau keprecayaan
tidak boleh ada pemaksaan-pemaksaan dari pihak

%0 1bid, h. 448
81 1bid, h. 322

90 *Implementasi Penegakan Hukum*



manapun, karena antara jalan yang benar dan jalan yang
salah sudah sedemikian jelas perbedaannya. Di dalam
Islam, kita hanya diperintah untuk berdakwah yang
bertujuan menyeru, mengajak dan membimbing
seseorang kepada kebenaran. Dakwah juga bertujuan
untuk menegakkan “al-amru bil ma’ru>f wa al-nahyu
‘an-al munkar” (menyeru kepada kebajikan serta
mencegah dari kemungkaran). Sedangkan usaha ini tidak
hanya bermanfaat bagi umat Islam tetapi juga bagi
masyarakat umum tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama,
ras, dan suku bangsa.

Berdasarkan doktrin “tidak boleh ada paksaan
dalam beragama” ini pula Islam dapat bersikap toleran
terhadap penganut-penganut agama lain untuk hidup
berdampingan dalam satu negeri. Islam sanggup bekerja
sama dengan penganut agama lain sepanjang mereka
tidak mengganggu ‘umat - Islam.  Bahkan Islam
mewajibkan umatnya agar berlaku adil terhadap mereka.
Kecuali, apabila mereka sudah mengganggu ketentraman
umat Islam, maka di saat itu mereka harus diperlakukan
sebagai musuh yang perlu/dilawan.*

Maka untuk mengimplementasikan pesan-pesan
dari ayat-ayat di atas guna terciptanya suatu kerukunan
hidup antarumat beragama dalam satu negara, Deklarasi
Kairo (CD) menegaskan prinsipnya sebagaimana
tercantum dalam pasal 10 berikut: “Islam adalah agama

$2Ahmad Kosasih, MA., op. cit., h. 60.
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yang murni ciptaan alam (Allah YME). Islam melarang
melakukan paksaan bentuk apapun atau untuk
mengeksploitasi ~ kemiskinan  atau  ketidaktahuan
seseorang untuk merubah agamanya atau menjadi

atheis.”®?

Dengan demikian, sikap toleransi Umar dalam
menegakkan Islam patut kita contoh dan di dalam bab-
bab terdahulu juga diterangkan bahwa Umar dalam
kepemimpinanannya telah melakukan kerjasama dalam
berbagal permasalahan antar negara-negara, baik negara
Islam atau non-muslim.

9. Prinsip Solidaritas Sosial

Setiap orang berhak akan taraf hidup yang
memadai baik dalam kesejahteraan dirinya sendiri
maupun keluarganya, termasuk sandang pangan, dan
perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial
dan  jaminan sosial pada waktu mengalami
pengangguran, _sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut
atau mengalami‘kekurangan mata pencaharian di luar
kemampuannya. Di dalam bab yang sudah lewat, telah
dijelaskan bahwa setiap malam Umar pergi berkeliling
mengamati keadaan rakyatnya. la khawatir kalau-kalau
di antara mereka ada yang mengalami kesulitan seperti
sakit atau kelaparan. Bila ditemukan, ia tidak segan-

%3 1bid, h. 62.
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segan memberikan bantuan langsung, bahkan sering
dijumpai Umar mengangkat sendiri bahan makanan
untuk orang-orang yang memerlukannya.®*

Sehubungan dengan memperoleh hak solidaritas
sosial yang sama, dalam kesempatan ini Al-Qur’an
menyebutkan sebagai berikut:

Terjemahnya:

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi
ini untuk kamu.” (Q.S. Al-Bagarah : 29).*°

Ayat -ini menjadi dasar bahwa setiap orang
mempunyai kesempatan yang sama untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dari apa-apa yang sudah disiapkan
Allah di muka bumi ini."Namun ini bukan berarti bahwa
seseorang boleh mengambil secara sembarangan saja
tanpa ;mempedulikan..aturan-aturan. yang..ada. Islam
mengajarkan kepada umatnya untuk mendapatkan rizqi
yang halal dan baik. Hal ini ditegaskan dalam firman-
Nya:

<~ /£E~
g
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% Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Op. Cit., h. 126.
35 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 13.
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Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari
apa yang terdapat di bumi.” (Q.S. Al-Bagarah (2): 168)3°

Dengan demikian, menurut Islam, meskipun
seseorang dibolehkan mengambil sebagian rizgi yang telah
disediakan Allah di muka bumi, ia harus tahu batas-batas
yang dihalalkan. Praktik-praktik tercela dalam berusaha
seperti monopoli; riba dan berbuat curang sangat tidak
dibenarkan oleh Islam. Oleh Karena itu di dalam Deklarasi
Kairo (CD) pasal 14 ditegaskan:

“Setiap orang berhak memperoleh
keuntungan: yang sah tanpa usaha
monopoli, penipuan, atau kerugian
lainnya baik dirinya sendiri atau untuk

orang lain, riba dilarang sama sekali.””*’

Kemudian berkaitan dengan perlindungan sosial
bagi orang miskin dan golongan ekonomi lemah (dhu afa),
Islam mengajarkan agar bersikap peduli terhadap nasib fakir
miskin dan _anak-anak _yatim _serta_ orang-orang yang
terlantar. Sehubungan dengan. pelayanan=jaminan sosial
terhadap pengangguran dan orang-orang Yyang terlantar
karena miskin, Al-Qur’an mengisyaratkan sebagai berikut:

s

¢4 PRI D sl OIS L;,\n v,;j
2 oSl sl o S N5 2 e

% Ibid, h. 41.
37 Ahmad Kosasih, op. cit., h. 63.
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Terjemahnya :

“Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama?
Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak
menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin.”
(Q.S. Al-Maa’un (7): 1-3).%8

Dalam ayat yang lain juga diterangkan :

,ojﬁ.gi)&w@(;;;’“ %l 3 2y .9%

Terjemahnya:

‘.....dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian
tertentu bagi orang (miskin) ang meminta dan orang yang
tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S.
Al-Ma’arij : 24-25).39

Kedua ayat di atas mengisyaratkan bahwa Islam
mempunyai ajaran tentang kepedulian terhadap orang-orang
lemah, baik lantaran miskin, yatim, cacat maupun tertindas
yang menjadikan hidup mereka terlantar. Untuk.membantu
penghidupan-mereka ini, di dalam Islam ada lembaga yang
bernama zakat, infaq dan sedekah.

Selanjutnya di antara gagasan khalifah Umar r.a.
yang telah tercatat dalam sejarah adalah pemberian gaji para

38 Departemen Agama RI, op. cit., h. 1108.

% 1bid, h. 374.
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imam dan muadzin (tukang adzan), pengadaan lampu
penerangan dalam masjid-masjid, pengorganisasian khutbah-
khutbah, pendirian Baitul Mal, penghapusan pembagian
tanah rampasan perang, pembangunan terusan dan kota-kota
seperti Basrah, Kufah, Fustat, dan Mosul, dan pembangunan
sekolah-sekolah.®® Semua yang telah dijelaskan di atas
adalah dalam rangka membangun solidaritas sosial serta
menggalang kesejahteraan umat.

B. MENIMBANG DASAR HUKUM
KEPEMIMPINAN UMAR R.A.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dasar
hukum kepemimpinan umar adalah Al-Qur’an, al-Hadits,
serta ijtihad. Dari sini kita dapat memahami bahwa pada
masa tersebut permasalahan yang tidak ada ketentuan pasti
dalam al-Qur’an maupun al-Hadits mulai bermunculan.
Kenyataan tersebut tentu membuat sahabat harus melakukan
ijtihad agar permasalahan yang muncul memiliki kepastian
hukum. Kita dapat mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa
yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur’an dan al-Hadis itu
berada di luar jangkauan syara™ atau bebas hukum, namun
kita yakin bahwa semua perilaku manusia ada aturannya dari
Allah swt. Dengan demikian, harus dipahami bahwa semua
kejadian yang berlaku di dunia pasti ada aturannya dari Allah
swt. Aturan Allah itu dapat ditemukan secara harfiah dalam
al-Qur’an atau terdapat di balik harfiah itu.

40 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Op. Cit., h. 127.
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Dari segi ini, hukum Allah swt. tersebut dapat
ditemukan dalam tiga hal sebagai berikut:

Pertama

Kedua

Ketiga

. Dalam ibarat lafadz al-Qur’an menurut yang

disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut
“hukum yang tersurat dalam al-Qur’an.”

: Ditemukan secara harfiah dalam lafadz al-

Qur’an, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat
atau-petunjuk dari lafadz yang tersebut dalam
al-Qur’an. Hukum dalam bentuk ini disebut
“hukum yang tersirat di balik lafadz al-
Qur’an.”

: Ditemukan dari harfiah lafadz al-Qur’an dan

tidak pula dari isyarat suatu lafadz yang ada
dalam al-Qur’an tetapi dapat ditemukan dalam
Jiwa dari keseluruhan maksud Allah swt. dalam
menetapkan =~ hukum. Hukum Allah dalam
bentuk ini disebut ‘“hukum yang tersuruk
(tersembunyi) di balik al-Qur’an.”*

Untuk_mengetahui_hukum_Allah swt. dalam bentuk
pertama, Kita-cukup, menyamakan dari apa yang tersurat
dalam al-Qur’an dan penjelasannya dari Nabi saw. (atau dari
dalil nash). Peranan ra’yu dalam hal ini tidak berarti, tetapi
dalam memahami hukum dalam bentuk kedua apalagi dalam
bentuk ketiga sangant diperlukan peranan ra ’yu atau ijtihad.

41 Prof. Dr. H. Ismail Muhammd Syah, SH. dkk., Filsafat Hukum
Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. I11, 1999), h. 54,
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Dalam konteks diperlukannya peranan ra’yu atau
ijtihad juga dijelaskan dalam hadits Mu’adz bin Jabal
sebagai berikut:

uL.iJ up_ﬂ 1 Je ¢ “adl &l G 150 :?a_:z.: iy
;quw\%)w@mwuwmvuuw\

N LA P EL RS PR SH R (O PR O
Terjemahnya:

Bagaimana bila kamu diserahi memutus sesuatu perkara,
Muvu’adz berkata: “Akan kami putus dengan kitabullah”.
“Bagaimana bila tidak ditemukan dalam kitabullah?”” Tanya
Rasul, “Aku akan memutus dengan sunnah Rasulullah,”
jawab Mu’adz. “Bagaimana bila tidak kamu temukan dalam
sunnah Rasulullah?” Tanya Rasul, “Aku akan memutu
dengan ijtihad dan pendapatku tanpa meninggalkan

keduanya.”#?

Hadits ini memberikan pandangan menentukan
hukum dengan melakukan ijtihad untuk menentukan
ketentuan hukum secara teoritis, karena sistem-sistem
hukum yang .didasarkan _kepada asas-asas._yang diberikan
oleh al-Qur’an: pada hakikatnya mempunyai-pandangan yang
dinamis tentang kehidupan ini sebagaimana contoh
kebijakan Umar dalam mengatur kehidupan masyarakat
dengan prinsip kemaslahatan umat sebagaimana yang telah
disampaikan dalam Bab 111 yang telah lewat. Oleh Karena itu
adalah merupakan suatu keharusan untuk menemukan sebab-

42 Fathur Rahman, Op. cit., h. 42.
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sebab dari hukum Islam secara praktis dalam keadaan yang
tentunya sering berubah-ubah.

Pemikiran terhadap hukum Islam yang telah lahir
sejak awal sejarah umat Islam dikarenakan adanya dorongan
Al-Qur’an dan sunnah Rasulnya agar manusia menggunakan
pikirannya dalam menghadapi persoalan hidup, lebih-lebih
mengenai  persoalan yang fundamental, menyangkut
beberapa permasalahan, misalnya dalam mengangkat agidah
atau keyakinan agama. Q S. AI Isra’ (17)' 36 mengajarkan'

S yj_w;i:p;,s_ujdi
Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak
mempunyal  pengetahuan  tentangnya,  sesungguhnya
pendengaran,  penglihatan (dan hati akan dimintai

pertanggungjawaban.”*?

Q.S. An-Nisa’ (4): 82 mengajarkan:
By~~~

M‘jd})}dﬂ‘j\& J-&U.AQK)J) Q‘ J..QJ‘Q)J.:.L.: 31.9‘
@jj‘*& LGJ.&\
Terjemahnya:

Maka apakah kamu tidak memperhatikan (memikirkan
ajaran) al-Qur’an? Kalau sekiranya al-Qur’an bukan berasal

4Departemen Agama RI, op. cit., h. 429.
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dari hadirat Allah, niscaya mereka menemukan banyak
pertentangan di dalamnya.” 44

Ayat Al-Qur’an dengan jelas memerintahkan agar
dalam menghadapi ajaran-ajaran-Nya hendaknya
menggunakan akal pikiran karena hanya dengan cara
demikianlah kebenaran mutlak Al-Qur’an dapat diyakini.
Dalam hal ini mengenai ghanimah (harta rampasan perang)
yang terdapat dalam/A-Qur’an sebagai berikut:

I35 JM}‘%OU el o e s
,Msd\JMMJ\ 3T M‘j L,g\_ﬁ.J\ sl sy

Terjemahnya:

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh
sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima
untuk Allah, rasul , kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-
orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada
Allah dan kepada apa yang Kami turunkan_kepada hamba
Kami (Muhammad) di hari“furgan, yaitu di-hari bertemunya
dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
(QS. Al-Anfal (10): 41).%®

Dengan penjelasan bahwa harta rampasan perang,
termasuk tanah harus dibagikan menurut aturan tertentu yang

“1bid, h. 132.
5 1bid, h. 267.
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telah disebutkan di atas. Namun khalifah Umar demi
kepentingan umum dan negara, Umar tidak melaksanakan
sebagaimana sunnah Nabi, akan tetapi Umar membagi-
bagikannya kepada para petani kecil setempat sekalipun
belum muslim, sehingga tindakan ini menimbulkan protes
keras  sebagian  sahabat.  Setelah  mengemukakan
interprestasinya  sendiri ~yang meyakinkan tentang
keseluruhan semangat ajaran Al-Qur’an dan sunnah Nabi,
dalam konteks ini Umar menggunakan hukum Allah yang
tidak dapat menggunakan melalui harfiah dalam lafadz Al-
Qur’an tetapi dengan melalui jiwa dari keseluruhan maksud
Allah SWT dalam menetapkan hukum. Dalam kebijakan
Umar seperti ini lebih mengedepankan tentang maslahah dan
kepentingan bersama. Sebagaimanan penjelasan yang telah
disebut dalam Contoh-Contoh Kebijakan Kontroversial.

Demikian juga masalah penghapusan hak muallaf
untuk mendapatkan bagian harta zakat. Padahal di atas juga
dijelaskan bahwa masalah ini jelas bertentangan dengan nas
Al-Qur’an. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat
At-Taubah ayat 60:

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orag
fakir dan orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
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muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60).4°

Umar berpendapat bahwa penghapusan ini
disebabkan karena negara cukup kuat menghadapi setiap
penghianatan. Para-muallaf itu tidak perlu lagi dibujuk
hatinya supaya tidak memperlihatkan perlawanan, dan umat
Islam sudah banyak sehingga tidak perlu lagi diberi
keistimewaan kepada golongan khusus dalam umat Islam.
Dalam sistem kebijakan yang dilakukan Umar ini lebih
mengedepankan atas pertimbangan maslahah, karena banyak
orang yang tadinya berstatus muallaf kemudian menjadi
orang yang lebih taat, tetapi ada juga yang tidak mau mejadi
orang baik-baik. Atas pemberian bagian Zzakat kepada
muallaf ini, Sofwan Ibnu Umayah berkata, “Rasulullah saw.
adalah orang yang paling saya benci yang memberi bagian
zakat kepada saya. Akhirnya ia menjadi orang yang paling
saya cintai di antara makhluk yang ada ini karena itu Abu
Bakar tetap melanjutkan syari’at ini.”

Sebaliknya Umar lbnu Khaththab mengambil sikap
yang berbeda sama sekali dengan dua orang pendahulunya.
Terhadap muallaf Umar berkata, “Sesungguhnya Allah telah
meguatkan Islam, tidak membutuhkan kamu, jika kamu
bertobat, silahkan, tetapi jika tidak, maka antara kamu dan

“6 1bid, h. 288.
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kami adalah pedang.” Dari sini Umar melihat bahwa
pembagian zakat muallaf pada masa lalu adalah atas
pertimbangan maslahat.

Kemudian selanjutnya masalah kebijakan Umar r.a.
tidak melaksanakan hukum maksimal (potong tangan) bagi
pencuri pada masa paceklik karena kebutuhannya untuk
mempertahankan hidup. Padahal dalam al-Qur’an dijelaskan:

mwmﬂ;; oot Tpakadls a,u\w)u\)
cadb 3 Ge OB a8 7 2S5 G Wy T
@(“’yjﬁb“”‘:ﬁ‘ wqy-’/i‘j“\)bclaob

Terjemahnya:

“Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, potonglah tangan
keduanya, sebagai pembalasan perbuatannya dan untuk
hukuman pengajaran dari Allah. Dan Allah itu Maha Kuasa
dan Bijaksana. Siapa yang kembali kepada aturan Tuhan
sesudah melakukan kejahatan dan dia mengadakan
perbaikan, sudah tentu Allah menerima tobat (mengasihinya)
kembali. Sesungguhnya Allah itu pengampun dan
penyayang”. (Q.S. Al-Maidah:'38-39).%

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada
seorang wanita mencuri di zaman Rasulullah, kemudian
dipotong tangan kanannya sesuai dengan Q.S. Al-Maidah:
38.

“7Ibid, h. 165.
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la Dbertanya, “Apakah taubatku diterima, ya
Rasulullah?” maka Allah menurunkan ayat berikutnya (Q.S.
Al-Maidah: 39) yang menegaskan taubat seseorang akan
diterima oleh Allah swt. (Hadits Riwayat Ahmad dan lain
yang bersumber dari Abdullah bin Umar).*®

Begitu juga telah dijelaskan dalam sebuah hadits:
~

o Je Al J5y oF WgE Al ,o.c‘_,;\ K
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Terjemahnya:

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah menghukum potong
tangan atas seseorang yang mencuri sebuah perisai seharga
tiga dirham. (HR. Muslim).

Selain itu, terdapat juga hadits yang diriwayatkan
oleh Aisyah:
W e b (308 s L) e
JETSSN B (R NUA TR A% C N T R S NS
(Pt b153) 1siad

Terjemahnya:

“8H, A. A. Dahlan dan M. Zarkasi Al-Farasi (Editor), Asbabun
Nuzul, Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an, (Bandung:
Penerbit Diponegoro, Cet. X, 2002), h. 192.
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“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah berbicara, “Tangan
pencuri tidaklah dipotong kecuali apa yang dicurinya senilai
seperempat dinar/lebih”. (HR. Muslim).*°

Para ahli figih telah menguraikan persoalan hukum
ini bedasarkan hadits-hadits yang berkenaan dengan
pencurian, yaitu:

1. Pencuri dan ukuran (jJumlah) barang yang dicuri.

2. Pemotongan tangan serta mengganti kembali barang
yang dicuri atau hanya salah satu.

3. Tentang mana tangan itu dipotong dan bagaimana cara
memotongnya.

4. Adakah taubat dan memperbaiki pekerti dapat
menghapuskan hukuman atau tidak.

Dalam persoalan-persoalan tersebut, para ulama
banyak membuat perincian, berbagai pendapat dan dalil yang
dapat dipergunakan sebagai bahan yang diperlukan dalam
meneliti mana hukuman yang disepakati untuk dilaksanakan
dan memilih mana yang kuat dari pendapat yang berbeda.

Akan tetapi_pada masa pemeintahan khalifah Umar,
ketentuan-ketentuan tersebut telah disikapi oleh Umar bahwa
pada saat itu kemakmuran telah mulai menampakkan
hasilnya, sudah timbul kesenjangan yang melebar antara si
kaya dan si miskin. Dalam situasi seperti itu, jika si miskin
mencuri harta si kaya sekedar untuk mempertahankan hidup,
maka terasa terlalu berat untuk menjatuhkan hukuman

4Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Ringkasan Shahih Muslim,
(Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2005), h. 501.
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maksimal dengan memotong tangannya. Apalagi dengan
memotong tangan akan menghalangi si pencuri miskin itu
untuk mencari nafkah secara wajar. Sebagai pertimbangan
telah dijelaskan di atas.

Dalam hal ini, menurut jumhurul ulama, bahwa
pendapat seseorang sahabat (gaulush shahabi) menjadi
hujjah jika tidak ada yang-menentangya. Imam Abu Hanifah
menerima pendapat-sahabat dan mengharuskan umat Islam
mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa
pendapat sahabat, maka beliau mengambil salah satunya.
Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu
masalah, beliau berijtihad, tidak mengikuti pendapat para
tabi’in.%°

Kemudian Umar r.a. memperberat hukuman bagi
pemabuk yang mana Al-Qur’an telah menjelaskan:
82 <°F ’,4/ _ Ez-c/ 2 5/9.4/ },:9,4 /f P .4,-# /gfy/
T Sl e i 00T )] 51 Al Gl
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Terjemahnya:

Hai orang-orang|yang beriman, Sesungguhnya” (meminum)
khamar, berjudr; (berkorban untuk)-berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

50 T.M. Hashi Ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam-imam
Madzhab dalam Membina Hukum Islam, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang,
1973, h. 149.
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mendapat keberuntungan. (Q.S.al-Maidah {[5]:
90) 51
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Terjemahnya:

“Syaitan benar-benar hendak menjatuhkan kamu ke dalam
permusuhan dan benci-bencian di antara sesama kamu,
disebabkan minuman keras dan main judi itu, dan dia hendak
menghalangi kamu dari mengingat Tuhan dan mengerjakan
sembahyang, maukah kamu berhenti?” (Q.S. al-Maidah (50:
91).%2

Adapun hukuman duniawi untuk kejahatan minum-
minuman keras disebutkan dalam hadits:

oy gl Lo Gl S ey e i
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°1 Departemen Agama RlI, op. cit., h. 177.
52 |bid
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Terjemahnya:

“Seorang laki-laki yang telah minum-minuman keras dibawa
ke hadapan Nabi saw. lantas beliau mencambuknya dengan
dua pelepah daun kurma sebanyak empat puluh kali. Anas
berkata dan Abu Bakarpun (ketika menjabat sebagai
khalifah) melakukan hal yang sama. Kemudian pada masa
pemerintahan Umar, ia- meminta pendapat orang, lalu
Abdurrahman menjawab, “(Sebenarnya) seringan-ringan
hukuman (buat pemabuk) itu adalah delapan puluh
(cambukan). Maka Umarpun memerintahkan sesuai dengan

pendapat Abdurrahman itu.”%?

Adapun penjelasan  hukuman = duniawi untuk
kejahatan minum-minuman keras disebutkan di atas bahwa
Rasulullah pernah memukul orang yang meminum khamar
empat puluh kali dengan pelepah kurma. Juga khalifah Abu
Bakar memutuskan begitu. = Tetapi khalifah- Umar ra.
memukul orang mabuk delapan puluh kali. Ada lagi
pendapat dan keterangan yang lain. Abdullah bin Abbas
menerangkan, bahwa Rasulullah saw. tidak menentukan
hukuman erang syang meminumy khamars-(minuman yang
memabukan).~Siapa“yang mendalami.persoalan’ ini tentu
melihat, bahwa hukuman minuman Kkeras itu tidaklah
termasuk hukuman yang tegas, baik jumlahnya (banyaknya)
ataupun caranya. Sebab itu boleh dianggap hukuman ta zir
(supaya orangnya jera).

53 |drus H. Al-Kaf (Penterjemah), op. cit., h. 234.
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Umar ra. memperberat hukuman pemabuk lebih dari
al-Qur’an dan al-hadits itu karena kalau dianalisa bahwa
perbuatan itu sangat mengancam ketertiban dan ketentraman
serta kebersamaan dalam masyarakat. Dan akan
menimbulkan kesenjangan sosial akibat timbulnya perbuatan
yang membawa kerusakan bagi dirinya sendiri dan orang
lain.

Kemudian berkaitan dengan kebijakan khalifah Umar
r.a. tentang lalak tiga yang diucapkan sekaligus di suatu
tempat pada suatu ketika dianggap sebagai talak yang tidak
mungkin rujuk (kembali) sebagai suami istri kecuali salah
satu pihak (dalam hal ini bekas istri) kawin lebih dahulu
dengan orang lain, sebagaimana penjelasan yang sudah
diterangkan, karena pada saat itu banyak pria yang dengan
mudah mengucapkan talak tiga sekaligus kepada istri, dan
banyak orang bermain-main dengan talak, padahal di masa
Nabi dan Abu Bakar talak tersebut jatuh satu talak saja. Dari
kasus-kasus itu kelihatan bahwa Umar berpikir jauh ke
depan. Dalam mengambil keputusan hukum ia tidak sekedar
berpedoman kepada lahir nas, tetapi berpedoman pada jiwa
yang terkandung dalam nas-wahyul.

Dan juga contoh-contoh kontroversial yang lainnya
yang mana penulis tidak mencantumkan secara
keseluruhannya karena banyak sekali contoh-contoh
tersebut. Dalam hal ini, tampaknya perluasan wilayah Islam
di masa Khulafaur Rasyidin telah menimbulkan persoalan
baru karenanya, sebagai terlihat di muka, lahir keputusan
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kontroversial. Secara harfiah dapat dikatakan salah, tetapi
secara praktis dan ideal justru itu yang lebih tepat.

Sebagai seorang pemimpin yang mempelajari sejarah
Islam pasti mengetahui bahwa dengan perluasan politik
Islam, maka pemikiran hukum yang sistematis menjadi suatu
keharusan, dan para ahli hukum yang dulu, baik bangsa Arab
atau bukan, telah bekerja dengan tidak henti-hentinya
sehingga dapat mengumpulkan semua kekayaan pemikiran
hukum-hukum- pada waktu itu.

C. KONTEKSTUALISASI NILAI HUKUM DAN
KEADILAN UMAR R.A.

Dalam memahami secara lebih akurat konteks hukum
Islam di Indonesia, kita harus meninjau perkembangan dari
situasi historis tertentu yang dihadapi kaum muslimin
sepanjang sejarah. Dari situlah kita akan melihat secara lebih
jelas perubahan dan pergeseran, baik pada tingkatan
konsepsi maupun pada tingkatan empiris.

Antarathukum=hukum yang dikembangkan.oleh para
hali hukum Islam “mempunyai‘~corak 'keunikan dalam
penerapan serta pertumbuhan tersendiri jika dibandingkan
dengan hukum adat kebiasaan masyarakat dan hukum
kolonial Belanda. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum
Islam itu lebih sempurna pertumbuhannya, khususnya
mengenai kaidah, hukum dan kesusilaannya. Sedangkan
hukum kolonial hanya mengenai aturan-aturan pokok saja
yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat.
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Dalam hukum kolonial Barat, mengenai kesusilaan
masih tersembunyi di balik hukum yang pokok-pokoknya
saja. Bagi pemeluk-pemeluk hukum Islam, terutama pranata
kesusilaan dan syari’at Islam harus sama-sama berlaku, isi
dan maksudnya sama tidak berubah dari dulu sampai
sekarang. Yang berbeda hanya cara mencapai tujuan seiring
dengan perubahan tempat dan pekembangan suasana zaman.
Sebagaimana pada masa Rasul, Abu Bakar dan kemudian
pada masa Umar sebagaimana penjelasan yang telah
disampaikan. Jadi hukum Islam sesuai dengan fungsinya dan
sumbernya selalu memandang setiap persoalan dari sudut
batin dan karakter jiwa manusia dalam suatu masyarakat.

Dalam sejarah Islam yang sudah berjalan empat belas
abad lebih, para ahli yang memenuhi syarat, yaitu para ulama
telah berusaha memahami, mendalami, menafsirkan dan
membahas tentang isi Al-Qur’an dan al-Hadits dengan
tujuan untuk memberi solusi dan pemahaman yang benar
terhadap hukum Islam dari sisi akal pikiran (ra'yu) melalui
ijtihad manusia mempunyai peran yang sangat penting.
Sebagaimana khalifah Umar yang selalu mempergunakan
akal pikiran atau ra’yu untuk berijtihad dalam membangun
hukum Islam.

Abdul Wahab Khallaf menegaskan, bahwa ayat-ayat
tentang hukum yang jumlahnya 228 itu sebagian besar dari
ayat-ayat ahkam itu tidak pula mengandung arti tegas dan
pasti (qath’iy al dhalalah) tetapi mengandung arti dugaan
(dzanny al-dhalalah). Dengan demikian, ayat-ayat ahkam
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yang sedikit jumlahnya itu masih memerlukan penjelasan
dan perincian dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, kepemimpinan Umar dalam
menegakan hukum dan keadilan dengan menggunakan
ijtihad atau ra’yu merupakan contoh yang sangat idealis kita
kaji kalau dikaitkan dengan konteks sekarang.

Kalau memperhatikan karangan-karangan pemikir-
pemikir muslim dalam bidang agama murni, ia berpendapat
bahwa sejarah Islam dapat digambarkan secara tepat sebagai
interaksi yang berangsur-angsur serasi dan saling mengisi
antara kebudayaan dan ilmu pengetahuan di satu pihak dan
agama di pihak lain.

Adapun implementasi nilai-nilai penegakan hukum
yang telah  dilakukan.._Umar  dalam  memimpin
pemerintahannya sangat menarik  kita  kaji, mulai
permasalahan hukum dan keadilan serta kebijakan-kebijakan
yang lain. Kalau kita pahami tentang hukum Islam
sebagaimana penjelasan di - atas, diantaranya yaitu
sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang
mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan
aspeknya. " Jadi ~ secara” global, “tujuan syara’ dalam
menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan
manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana
ini, maupun kemaslahatan di hari yang baga’ (kekal) kelak.
Ini berdasarkan antara lain:
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1) Firman Allah swt. dalam al-Qur’an surat Al-Anbiya’
ayat 107 yang berbunyi:
o R SO IS |
Terjemahnya:
“Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu (wahai
Muhammmad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian

al am”. 54

2) Firman Allah swt. dalam surat Ali Imran ayat 159 yang

berbunyi: )
AT Ll U S 55 r@%:&\ es) L
;é v'w‘*ﬁ v*‘ﬁ*-;wbwwb Jz’u ‘Wi
=

Terjemahnya:

”Maka dengan sebab rahmat Allah kamu bersikap lunak
kepada mereka. Kalaulah kamu (Muhammad) bersikap kasar
dan keras hati, tentulah mereka telah menjauhkan diri
darimu. Maka, maafkanlah.mereka dan.minta ampun untuk
mereka serta=bermusyawarah- dengan ~.mereka itu dalam
urusan itu. Apabila telah ber’azam (bulat hati) maka berserah
dirilah bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertawakkal menyerahkan diri
(kepada Allah)”.%®

% Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 508.
%51bid, h. 103.
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3) Dan juga firman Allah swt. dalam surat al-Bagarah ayat
201-202 yang berbunyi:

//

»

og\!\& L_,.\J\Gu;ug 5Bt e s
Lo oo ,@JVL_J, )u‘,%‘u\&}@jé%q
Eolid a1 T8

Terjemahnya:

”Dan di antara mereka itu ada yang mengatakan (berdoa)
wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan
(kebahagiaan) di dunia dan kebaikan (kebahagiaan) di
akhirat dan peliharalah kami dari api neraka. Mereka Itulah
orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka
usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya”.>®

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dimaksud sebagai
teladan bagi kaum muslimin dan memuji orang-orang yang
berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di
akhirat. Demikian tujuan syara’ secara global, akan tetapi
apabila kita perinci tujuan dan nilai-nilai syara’ dalam
menetapkan hukum-.ada lima yang disebut Al-
Magashidul‘'Khamsah, yaitu:

a. Memelihara kemaslahatan agama
b. Memelihara jiwa

c. Memelihara akal

d. Memelihara keturunan

% 1bid, h. 49.
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e. Memelihara harta benda dan kehormatan

Membahas tentang nilai hukum dan keadilan yang
menginformasikan wacana Islam yang dikembangkan
khalifah Umar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memelihara Kemaslahatan Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh
manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari
martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat
jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang
tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam Al-
Qur’an surat Al-Maidah ayat 3:

2 Lz 2 . PRI TR Y. ST SR S PSS
N 2 Gt Pl caly 28000 AT ST 2T

o> mlay!
Terjemahnya:

Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah
Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam
menjadi agama buat kamus>~

Beragama "merupakan kekhususan bagi manusia,
merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena
agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah
memerintahkan Kkita untuk tetap berusaha menegakkan
agama. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Asy-Syura
ayat 13:

57 1bid, h. 157.
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Terjemahnya:

”Allah telah mengatur (menjelaskan) bagi kamu tentang
urusan agama- Sebagaimana Yyang telah diwasiatkan
(diwajibkan) kepada Nuh, dan yang Kami wahyukan kepada
kamu, dan juga sebagaimana yang telah Kami wajibkazn
kepada lbrahim, Musa, dan Isa: ialah bahwa hendaklah kamu
dirikan agama ini selalu dan janganlah kamu bercerai berai
dalam agama. Orang-orang musyrik tentu sangat berat
menerima apa yang kamu_ serukan kepada mereka (yaitu
mengesakan Allah) Allah memilih siapa yang dikehendaki-
Nya, kepada agama-Nya, dan ia memberi petunjuk kepada
siapa yang kembali kepada-Nya”.%®

Agama Islam harus terpelihara dari pada ancaman
orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak
merusakkan /akidahnya, ibadah dan akhlaknya. Atau yang
akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan
berbagai paham aliran yang batil. Agama Islam memberi
perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk

%8Ibid, h. 785.
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meyakini dan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama
yang dianutnya.*®

Dengan ini sejak awal keislaman khalifah Umar r.a.,
getaran jiwa yang dibangkitkan oleh kearifan telah mulai
dirasakan. Hal itu tergambar dari dialognya:

“Bukankah kita berada-dalam kebenaran, baik setelah
kita mati maupun selagi hidup?” “Benar, hai Umar!” ujar
Rasulullah. “Demi Allah yang nyawa saya berada dalam
tangan-Nya,~ sungguh  kamu sekalian berada dalam
kebenaran, baik setelah kalian mati maupun selagi hidup!”
“Kalau begitu, mengapa mesti sembunyi-sembunyi?” Tanya
Umar pula. Demi Dzat yang telah mengutus anda dengan
kebenaran, anda harus keluar, dan kami juga akan keluar
bersama.”

Setelah dialog tersebut, maka Rasulullah saw. dan
kaum muslimin pun keluar dalam dua barisan besar. Umar di
satu sisi dan Hamzah di barisan lain. Langkah-langkah ini
mulai menempuh perjalanan panjang yang dipenuhi berkah
selama 14 abad, bahkan akan terus berlanjut.

Dalam ‘kepemimpinannya, .ia harus melanjutkan tugas
dan kewajibannya. la harus menghancurkan kebatilan, tetapi,
kini ia akan menghancurkan kebatilan yang selama ini
dianggapnya hak. la akan menghancurkan kebatilan yang
sebenarnya, yang selama beberapa waktu ia sempat tertipu
dengan kepalsuan. Topengnya, kini telah tersingkap. Dengan

59 Prof. Dr. H. Ismail Muhammad Syah, Op. cit., h. 68.
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suara lantang diteriakkannya: “Demi Allah, tiada suatu
tempatpun yang telah saya duduki dalam kekafiran, kecuali
akan saya isi dengan keimanan!”%

Watak dan tabiatnya yang disertai dengan kecerdasan
dan kemampuan, menyebabkan siap sedia untuk selalu
bekerja, sedikitpun tiada bergeser dari tempat yang dituju,
karena begitu komitmen terhadap kekafiran dan
kemusyrikan.

Kalau dalam konteks keindonesiaan sebagaimana salah
satu ormas lIslam NU dalam muktamarnya memandang
bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia
yang bersifat universal, tidak mengenal batas-batas negara,
ras, bangsa, ideologi, budaya dan agama yang menjadi
tanggung jawab negara. Oleh karepna itu, negara
berkewajiban memelihara dan menjamin hak-hak asasi
manusia bagi siapapun dan dari manapun asalnya dan
berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi
oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, serta pada setiap
tindakan pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh dari
sanksi danhukuman.®t

Dalam hal"ini perlu adanya tindakan tegas oleh seorang
pemimpin atau pemerintah agar terus meneliti dan menindak
pelanggaran yang berkaitan dengan akidah atau pemahaman
agama yang membahayakan atau meresahkan masyarakat

80 Khalid Muhammad Khalid, op. cit., h. 139-140.
61 Hasil-hasil Muktamat XXX Nahdlatul Ulama, tahun 2000, h. 73-
74.
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sebagaimana pemahaman-pemahaman agama yang sekarang
ini banyak bermunculan seperti Ahmadiyah, dan lain-lain
yang dianggap melenceng dari hukum syariah yang
sebenarnya.

2. Memelihara jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan
pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman gisas
(pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian
diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan,
berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu
mati, maka si pembunuh juga akan mati, atau jika orang
yang dibunuh tidak mati tetapi hanya cidera, maka si
pelakunya juga akan cidera pula.

Dalam hal ini dapat kita jumpai antara lain dalam
flrman Allah swt. dalam surat al-Bagarah ayat 178-179:

A M'afheéJgixy«f\;;' Ll £
gﬁ)d@}u»ﬁ LQJYL:’L?YUJMJQ .mjl j;
@,n.ﬁdi.['; Q_Mo-b aJ| £155 O J"I‘J t

P Td

£ @ |7 AT - .
Q\Q)I&;mdﬁ‘a}wgw\w:}p Ju.e

¢ - g T L T -l s Y s
we=ld ST s Gplaall 30y

055
Terjemahnya:

“Wahai orang-orang Yyang beriman, telah diwajibkan
kepadamu qisas (pembalasan) pada orang-orang Yyang
dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
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dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barang siapa
mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti
cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar
diat yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang
demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari
Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka
untuknya siksaan yang sangat pedih. Dalam qisas itu
terdapat kehidupan_-bagimu, wahai orang-orang Yyang
mempunyai akal; supaya kamu bertakwa.””®?

Dalam masalah pemeliharaan jiwa sekaligus demi
untuk menjamin meratanya keadilan dan tepat jalannya
dianjurkan agar lebih berhati-hati dalam memutuskan
seseorang  Itu  bersalah, memutuskan hukum dan
melaksanakannya. Janganlah hanya didasarkan kepada
purbasangka atau tuduhan-tuduhan yang tidak ada buktinya.
Dengan demikian, Nabi saw. melarang menjatuhkan
hukuman berdasarkan purbasangka, dan masalah ini juga
ditegaskan khalifah Umar yang tercatat dalam Dustur Umar
yang berbunyi:

SN G T e oG B g e s 23 2
AT aus [ ad Vel TRl G5 T S is, ikl
U B

\
\ tfe
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62 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 43-44,
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Terjemahnya:

“Dan barang siapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak
ada tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo
kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya,
kemudian kalau ia dapat membuktikannya, maka berikanlah
haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya,
maka ia berhak dikalahkannya, karena yang demikian itu
lebih mantap bagiKkeuzurannya danlebih menampakkan
barang yang tersembunyi.”

Jadi mengenai objek kesalahan yang dijatuhi hukuman
apabila benar-benar terbukti melakukan pembunuhan atau
pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dijatuhi sanksi.

3. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah swt. Ada dua hal yang
membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah
swt. telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling
baik dibandingkan dengan  bentuk makhluk-makhluk lain
dari berbagai macam binatang. Hal ini telah dijelaskan oleh
Allah swt. sendiri dalam al-Qur’an surat At-Tiin.aya 4 yang
berbunyi:

- _Lf e e e
7= 2% . ~a 7 \ TalA a
&@;‘*O;—Dq*"éuw}“ Lals aa)
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Terjemahnya:

Sungguh Kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam
bentuk yang sebaik-baiknya.%

83 1bid, h. 1076.
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Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya
kalau tidak ada hal yang kedua yaitu akal. Oleh karena itu
Allah swt. melanjutkan firman-Nya dalam surat At-Tiin ayat
5 dan 6:

s X - ° P _ .ﬁ-o
L5 Ttz Al

Terjemahnya:

Kemudian Kami (Allah) mengembalikannya ke tingkat yang
paling rendah, kecuali mereka yang beriman dan berbuat
amal shaleh, maka bagi mereka itu pahala yang tiada putus-
putusnya.®

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam.
Oleh karena itu Allah SWT selalu memuji orang yang
berakal. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah yang lain
dalam surat Al-Bagarah ayat 44:
)Lﬂ \Q,.L_; |j ;,i...«.a_ﬂgy;..jjj\.lb LJ\Q)‘(L":/I

Terjemahnya:

“Adakah patut kamu menyuruh orang yang berbuat baik dan
kamu sendiri melupakannya, padahal kamu membaca kitab.
Apakah kamu tidak mempergunakan akal"?”®

64 1bid
% 1bid, h. 16.
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Demikian ayat-ayat Al-Qur’an yang memuji orang-
orang yang berakal (mempergunakan akal) dan juga kami
kemukakan lagi beberapa ayat yang mencela orang-orang
yang tidak mau menggunakan akal.

Gogp o ~

i G 5305 a2 Y G sl s

Terjemahnya:

“Dan tidaklah kehidupan di dunia ini selain dari main-main
dan senda gurau dan sungguh (kehidupan) di akhirat itu lebih
baik bagi mereka yang takwa. Apakah kamu tidak
mempergunakan akal?” (QS. Al-An’am: 32).%

Ayat-ayat yang semakna dengan itu masih banyak
lagi, akan tetapt kami Kkira apa yang telah kami kemukakan di
atas cukup untuk menunjukkan bahwa akal itu sangat
penting peranannya dalam hidup di dunia ini. Oleh karena itu
Allah mensyari’atkan peraturan untuk manusia guna
memelihara akal yang sangat penting. Dengan demikian
seorang tokeh jpembaharuan; Muhammad, dghal dalam
mengembangkan' Islam lebih menekankan dengan metode
ijtihad secara harfiah kata beliau adalah usaha keras. Dalam
terminologi hukum Islam itu berarti berusaha sekeras-
kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas tentang

% 1bid, h. 191.
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suatu masalah hukum.®” Ide ijtihad ini mempunyai dasar
pada ayat Al-Qur’an:
d

T A VR B B A S PP
. . 2, . . . hﬂ
(D) Orresee]]

Terjemahnya:

“Dan orang-orang.yang berijtihad untuk (mencari karidhaan)
Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka
jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar
beserta orang-orang yang berbuat baik.”®

Kalau kita mempelajari sejarah Islam pasti
mengetahui bahwa dengan perluasan politik Islam maka
pemikiran hukum yang sistematis menjadi suatu keharusan,
dan para ahli hukum yang dulu, baik bangsa Arab maupun
bukan, telah bekerja dengan tidak henti-hentinya hingga
dapat mengumpulkan semua kekayaan pemikiran hukum
Islam pada waktu itu dalam bentuk final dari madzhab-
madzhab figih yang kita akui bersama seperti Imam Hanafi,
Syafi’i, Maliki, Hambalij danilainnya: Tentunyatkita patut
mencontoh ‘bagaimana 'seorang -khalifah Umar dengan
ijtihadnya menentukan kalender hijriyah yang diabadikan
sampai sekarang dan beberapa ijtihad hukum-hukum lainnya
seperti keterangan dalam Bab I11

67 Prof. Dr. H. Mukti Ali, Ijtihad dalam Pandangan Muhammad
Abduh, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Igbal, (Jakarta: Bulan Bintang,
2000), h. 29.

8 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 638.
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4. Memelihara Keturunan

Dengan ini Islam mengatur pernikahan dan
mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak
boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu
dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi.
Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran di
antara dua manusia yang berlainan jenis itu dianggap sah dan
pencampuran antara manusia yang berlainan jenis itu tidak
dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu
dianggap sah dan menjadi sah keturunan sah dari ayahnya.
Malahan tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang
hal-hal yang dapat membawa kepada zina. Mengenai
pengaturan pernikahan antara lain kita jumpai dalam firman
Allah surat An-Nisa’ ayat 3 dan 4 yang berbunyi'

w/vﬁul.bb ,;&) G;_w.JéL \Mytf\buf,
j\o/ijjsljJ.uuY }:’{ -l ))é_,_b;j/g-.a;

;L‘M.J‘ \2.1‘/ }@ }] ">! L;'E‘/, 'S M‘&_&Lﬂu
o@ww;wfvﬁyuu EE N

-

G JOPAERE

\n—‘h\

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan vyang vyatim (bilamana kamu
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu
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takut tidak akan dapat berlaku adil®®, Maka (kawinilah)
seorang saja’®, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan™.
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian
dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah
(ambillah) pemberian.itu (sebagai makanan) yang sedap lagi
baik akibatnya.”?

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum
dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa.
Oleh karena itu agama mensyari’atkan dijalinnya pertemuan
antara pria dan wanita dan kemudian mengarahkan
pertemuan itu sehingga terlaksana “perkawinan” dan
bealihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman
atau sakinah dalam istilah Al-Qur’an yang kemudian
memperoleh keturunan yang baik yang sesuai dengan norma
dan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian Islam melarang
keras perbuatan yang menyimpang dan melanggar nilai-nilai

89 perlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri
seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

0 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.
sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan
oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi
poligami sampai empat orang saja.

1 pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas
persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan
ikhlas.

21bid, h. 115.
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agama seperti zina. Firman Allah swt. dalam surat Al-Isra’
ayat 32 yang berbunyi:

P
O T A LA
Terjemahnya

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu
keji dan seburuk-buruk jalan.”"

Jadi mengenai sistem hukum Islam yang berkaitan
dengan menjaga keturunan sangat penting dikaji karena
perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan
sekaligus ‘untuk mengatur, menjaga, pemeliharaan harta
bersama dan hal-hal yang berkaitan dengan kekerabatan. Di
samping itu, tujuan hikmah dari perkawinan, Islam juga
mengatur tata cara dan prosedur hukum yang harus ditempuh
serta ditaati untuk terselenggaranya sebuah perkawinan dan
rumah tangga yang bahagia. Dengan ditaatinya aturan-aturan
tersebut, berarti seseorang dibimbing untuk ke tujuan yang
diinginkan_syari’at. Sebab_tak tertutup_kemungkinan adanya
rumah tangga-yang didirikan‘bukan dalam ikatan yang sah,
maka dengan sendirinya rumah tangga tersebut mudah
hancur.”

31bid, h. 429.
™ Ahmad Kosasih, MA., op. cit., h. 88.
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5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu
kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi
seseorang. Oleh karena itu manusia itu sangat tama’ kepada
harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan
apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi
bentrokan antara satu.-sama - lain. Untuk ini Islam
mensyari’atkan peraturan-peraturan mengenai muamalat,
seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadaikan, dan
lain sebagainya, serta melarang penipuan, riba, korupsi,
penggelapan dan hal-hal yang merugikan orang lain baik
secara pribadi atau secara umum. Dalam hal ini al-Qur’an
memberikan penjelasan dalam surat Al-Bagarah ayat 188
yang berbunyi:

< AT },ﬂ/ o 225D > 24 7 P
A= )T 35 el (S50 S50 15T N
- /~ } ’: 9{ - : ,“/ WM /’ v 3 7 :
(20 0pedss 2l5 wSYU bl J5al e W 3 1 sles )
Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu
dengan cara yang batil dan menyuap para hakim untuk kamu
makan sebagian dari harta orang dengan cara berdosa sedang

kamu mengetahui (hal itu)”.”

5 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 46.
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Selain itu, juga firman Allah dalam surat An-Nisa’
ayat 29-30 yang berbunyi

G
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Terjemahnya:
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan
harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil,
kecuali merupakan perniagaan yang terjadi dengan saling
rela-merelai di antara kamu dan janganlah kamu membunuh
dirimu, sungguh Allah sangat sayang kepadamu. Barang
siapa mengerjakan yang demikian secara bermusuhan dan
penganiayaan, maka Kami (Allah) akan memasukkannya ke
dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi
Allah.”™

Dengan ayat di atas secara tegas bahwa syari’at
Islam melarang keras melakukan tindakan yang merugikan
orang lain, baik _penipuan, _korupsi,. atau penggelapan.
Gerakan reformasi di Indonesia pasca 1998-diharapkan oleh
rakyat akan membawa perbaikan terhadap tatanan kehidupan
bermasyarakat, benegara yang lebih demokratis, transparan
dan efektif sehingga terbukanya akses masyarakat terhadap
proses politik dan pengambilan keputusan, serta tumbuhnya
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Namun apa

78 1bid, h. 122.
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yang diharapkan oleh rakyat dari gerakan reformasi itu
ternyata tidak kunjung tiba. Akar dari segala yang menjadi
persoalan bangsa ini menuju demokratisasi adalah korupsi,
kolusi da nepotisme (KKN). Salah satu kondisi yang marak
menyertai jalannya reformasi dalam proses politik adalah
maraknya politik uang.

Menurut survey yang dilakukan oleh Transparasi
Internasional Indonesia menunjukkan bahwa indeks persepsi
korupsi di Indonesia justru meningkat seiring dengan proses
transisi menuju demokratisasi (reformasi). Dari hasil survey
menunjukkan  bahwa Indonesia pada tahun 2003
menempatkan negara terkorup ke-6 dari 133 negara, dan di
negara ASEAN Indonesia menduduki peringkat pertama.
Jenis korupsi menurut penelitian ini, berdasarkan sektor
meliputi suap, pemerasan, manipulasi uang negara, politik
uang dan kolusi bisnis (Transparasi Internasional, 2003).”’

Korupsi yang secara umum diartikan sebagai
penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya publik untuk
kepentingan pribadi dengan berbagai modus yang merugikan
keuangan negara/anggaran-publik.

Kegagalan “elit politik Indonesia melakukan upaya
serius pemberantasan korupsi membahayakan demokrasi
karena rakyat akan mengalahkan demokrasi atas kesulitan
yang dihadapinya. Padahal kesulitan tersebut disebabkan

7 P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat)
dan kemitraan Partnership, Memerangi Korupsi; Geliat Agamawan atas
Problem Korupsi di Indonesia, Jakarta: Kerjasama Kemitraan
Partnership dan P3M, Cet. I, 2004, h. 126-127.
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karena korupsi dan jika korupsi tidak ditindak, demokrasi
yang telah dibangun akan gagal dan membuat negara dalam
bahaya.

Maka dalam cara pandang demokrasi ini agenda
masa depan bangsa level lokal daerah, propinsi dan nasional
akan bergantung sejauh mana seluruh komponen negara dan
bangsa ini melakukan perang melawan KKN.

Dalam hal ini kita perlu menengok historis pada
masa keemasan Islam, yaitu pada masa khalifah. Umar ketika
Umar ingin melantik pejabat pemerintahan beliau menyuruh
mendaftarkan seluruh kekayaan calon pejabat, hal ini
ditempuh untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan
wewenang dan tindakan korupsi.

Kemudian bagaimana. gerakan Kita sebagai
mahasiswa, santri, dan generasi muda memberantas korupsi?
Memberantas korupsi harus dilakukan oleh seluruh elemen
masyarakat tidak dapat dilakukan oleh pemerintahan dan
penegak hukum saja. Pilar penting dalam pemberantasan
korupsi adalah masyarakat sipil dan media masa. Karena
korupsi bersifat struktural /dan  kultural, ~maka strategi
pemberantasannya pun harus secara struktural dan kultural.
Maka peran masyarakat sipil dan media sebagai strategi
kultural dalam pemberantasan korupsi menjadi penting.”®

Selanjutnya berkaitan dengan kehormatan, bahwa
manusia selaku makhluk Allah yang diciptakan lebih dari

78 1bid, h. 128.
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makhluk-makhluk lain, mempunyai kehormatan. Syara’
mengatur lalu lintas hidup manusia itu, juga mengatur
ketentuan-ketentuan untuk memelihara manusia itu yang
merupakan tujuan-tujuan syara’ yang perlu diwaspadai. Hal
ini antara lain Kkita jumpai dalam firman Allah SWT dalam
surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12:
s s A £ %
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Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah satu kaum
menghina kaum yang lain, karena boleh jadi mereka (yang
dihina) itu lebih baik dari mereka (yang menghina) juga
jangan segolongan wanita.menghina gelongan wanita yang
lain, (karena)-boleh jadi mereka (yang. dihina) itu lebih baik
dari mereka (yang menghina) dan janganlah kamu mencela
dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil
dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk nama adalah fisiq
sesudah beriman. Barang siapa yang tidak bertaubat (sesudah
itu), maka mereka adalah orang-orang yang dzalim. Wabhai
orang-orang yang beriman! Jauhilah  kebanyakan
berprasangka, (karena) sebagian prasangka itu adalah dusta.
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Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan
jangan (pula) sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain.
Apakah (ada) seseorang di antara kamu suka makan daging
saudaranya yang telah mati? Tentu kamu tidak menyukainya.
Takutlah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima
Taubat lagi Maha Pengasih.”"

Di atas sudah penulis jelaskan tentang nilai-nilai
hukum dan keadilan. Sedangkan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan asas-asas dalam peradilan atau dengan kata
lain sumber hukum dalam praktik peradilan adalah sebagai
berikut:

Dalam buku Eklektisisme Hukum Nasional karya
Prof. Dr. A. Qodri Abdillah Azizy, MA., bahwa mengenai
sumber hukum adalah undang-undang, kebiasaan dan
preseden. Sedangkan Kansil dan Suroso menyebut: undang-
undang, kebiasaan, yurisprodensi, traktat dan doktrin
(pendapat sarjana/para ahli hukum).

Di bawabh ini, penulis akan menguraikan tiga sumber
hukum, vyaitu: undang-undang, kebiasaan, dan doktrin.
Sedangkan yurisprodensi sudah dapat diterima oleh hampir
seluruh para‘ahli hukum, sehinggatidak saya bahas di sini.

1. Perundang-undangan

Di dalam negara yang mengikuti sistem hukum
Romawi (Roman Law System) termasuk Belanda, UU
menjadi sumber utama dan hakim tidak boleh

9 Departemen Agama R, op. cit., h. 847.
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menggunakan undang-undang dalam memutuskan
perkara.

Dalam pandangan aliran Legesme abad XIX
setelah Napoleon menguindang code civil-nya, maka
berkembang anggapan bahwa UU adalah hukum itu
sendiri.

Sedangkan _menurut aliran Legal Realism-Plus
yang ada _di Amerika Serikat, UU merupakan
perwujudan kodifikasi dan unifikasi hukum- nasional dan
sebagal hukum tertulis; namun juga tetap mengakui
hukum tidak tertulis dan mengakui pula peran, posisi dan
fungsi hakim sebagai sumber hukum. Sedangkan sebutan
plus untuk sistem di Indonesia. Oleh karena itu, ada
penekanan terhadap pertanggungjawaban hakim kepada
Tuhan Yang Maha Esa.®

2. Kebiasaan

Kebiasaan atau custom ini dimaksudkan dengan
perbuatan manusia atau masyarakat yang dilakukan
secara berulang-ulang_yang herarti_telah diterima oleh
masyarakat di situ. Atau, “merupakan tindakan menurut
pola tingkah laku yang tetap, ajek, lazim, normal, atau
adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu”,
bukan sekedar ikut-ikutan, dan kebiasaan itu berupa hal-

8pr, A. Qodri Azizy, MA., Eklektisisme Hukum Nasional;
Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama
Media, 2004, h. 228.
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hal yang “baik yang diterima dan menjadi kepribadian

masyarakat.”!

3. Doktrin

Doktrin atau pemikiran ahli hukum menurut
kebanyakan ahli hukum mempunyai kedudukan sebagai
salah satu sumber hukum ketika hakim akan
memutuskan perkara di peradilan. Namun, dengan
syarat, ketika-undang-undang tidak mengatur dan ketika
tidak _didapatkan perjanjian  internasional  (untuk
pengadilan internasional) dan yurisprodensi juga tidak
dapat ditemukan. Akan tetapi ada pula yang berpendapat
bahwa, doktrin itu harus menjadi yurisprodensi terlebih
dahulu untuk dapat menjadi sumber hukum formil
sebagaimana saya kutip di bawah ini:

“Doktrin yang belum digunakan hakim dalam
mempertimbangkan keputusannya  belum
merupakan sumber hukum formil. Jadi, untuk
dapat menjadi sumber hukum formil doktrin
harus memenuhi syarat tertentu. lalah doktrin

yang telah menjelma menjadi putusan hakim.”82

Kemudian berkaitan dengan etika seorang hakim, E.
Sumaryono dalam bukunya, Etika Profesi Hukum,
menjelaskan bahwa etika adalah studi tentang kehendak
manusia, VYaitu kehendak yang berhubungan dengan

81bid, h. 235.
82 1bid, h. 241.
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keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindakan
perbuatan manusia (A. Fagothey: 1953, P. 18).

Yang dimaksud etika seorang hakim di sini adalah
norma-norma atau kaidah-kaidah yang wajib ditaati oleh
penegak atau pemelihara  hukum.  Menurut  O.
Notohamidjojo, ada empat norma yang paling penting dalam
penegakan hukum, yaitu:

a. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan
hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai
manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.

b. Keadilan

Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk
memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi
haknya (Ulpianus, 200 AD).

c. Kepatutan

Kepatutan atau equity adalah hak yang wajib dipelihara
dalam ,pemberlakuan..undang-undang ..dengan maksud
untuk menghilangkan Ketajamannya. Kepatutan ini perlu
diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia
dengan masyarakat.

d. Kejujuran

Pemelihara hukum atau penegak hukum bersikap jujur
dalam mengurus atau menangani hukum, serta dalam
menangani “justifiable” yang berupaya untuk mencari
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hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, setiap yurist
diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran
dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-
perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.®

Jadi, norma tersebut perlu ditekankan dan dituntut
pada setiap pemelihara atau penegak hukum, terutama pada
zaman atau kurun waktu dimana norma-norma etika
melemah dalam memasyarakatkan para yurist, melalui
penyadaran atas norma-norma tersebut, diharapkan dapat
menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya dalam
menggembalakan hukum.

Uraian tersebut memberi arti begitu besar terhadap
tanggung jawab seorang hakim ketika menyelesaikan
perkara, oleh karena telah diberi keleluasaan dan otoritas
yang sangat tinggi. Tanggung jawab tersebut bukan saja
secara adminisratif atau legalistis di dunia, namun juga
tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa di akhirat
kelak. Dengan demikian, Dustur Umar r.a. yang telah
dijelaskan di atas perlu diimplementasikan oleh para hakim
atau penegaks hukum, agar, pelayanan=profesional hukum
sangat berkualitas dan bermutur:

S e

8E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum; Norma-norma Bagi Penegak
Hukum, (Cet. VI; Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), h. 115.
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R o
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN
Beberapa catatan yang berhasil penulis rumuskan sebagai
kesimpulan pada tulisan ini adalah :

1. Sistem dalam pengambilan kebijakan dan. keputusan yang
dilakukan khalifah- Umar adalah langkah keputusan yang
dilakukan oleh Rasulullah saw. dan Abu Bakar r.a. dan beliau
telah mengemukakan bahwa dalam mengambil keputusan
jangan sampai dalam keadaan marah, pikiran kacau (goyah),
rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap
keras pada waktu menghadapi mereka, karena pemutus
perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang
dipahalai oleh Allah swt. dan membawa nama baik. Dengan
demikian, barangsiapa  yang memurnikan niatnya demi
mencari kebenaran dan keadilan walaupun merugikan diri
sendiri, maka Allah swt. akan memberikan kecukupan.

2. Kejayaan Islam, salah satu pilarnya adalah tegaknya hukum
dan keadilan. Penegakan’ hukum dan ‘keadilan ‘pada masa
khalifah Umar r.a."berdasarkan "atas “prinsip persamaan hak
dan keadilan, dan dalam penerapannya haruslah berdasarkan
kepada bukti dan menetapkan tempo dalam pemeriksaannya.
Sedangkan prinsip-prinsip yang ditegaskan khalifah Umar r.a.
telah ada dalam syari’at dengan ketentuan tidak boleh
menyalahi sedikit atau banyak. Adapun aturan tambahan yang
dianggap sebagai sendi keadilan dan penegakan hukum, maka
berkembang menurut situasi zaman dan tempat. Oleh karena
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itu, Umar menganjurkan kepada pejabat negara atau gadhi
untuk melakukan ijtihad sebagaimana Risalah Qadha’ atau
yang disebut “Dustur Umar”. Dari sini dapat dikatakan bahwa
hukum Islam selalu bersifat dinamis dan elastis, serta mampu
menjawab perubahan zaman.

Nilai-nilai implementasi penegakan hukum dan keadilan yang
telah ditegaskan khalifah Umar r.a. merupakan contoh yang
sangat menarik untuk dikaji. Dalam sejarah Islam yang sudah
berjalan XIV abad.lebih, para ahli yang memenuhi syarat para
ulama dan. cendekiawan telah berusaha memahami,
mendalami, menafsirkan dan membahas tentang kandungan
Al-Qur’an, al-Hadits, serta fatwa-fatwa para sahabat dengan
tujuan untuk memberi solusi dan pemahaman yang benar
terhadap hukum Islam. Dari sinilah akal pikiran (ra’yu)
melalui ijtihad punya peran yang sangat penting. Sebagaimana
Umar yang selalu mengutamakan akal untuk berijtihad dalam
membangun hukum Islam. Adapun implementasi nilai hukum
secara global dalam | konteks sekarang adalah untuk
kemaslahatan manusia seluruhnya. Karena Indonesia dalam
konteks sekarang telah dihadapkan dengan krisis moral karena
mafia-mafia peradilan merusak hak-hak asasi manusia dan
tidak mengenal batas-batas perikemanusiaan dan keadilan.

REKOMENDASI

1.

Ide-ide dan penerapan sistem hukum dalam birokrasi dan
peradilan sebagian hanya menyentuh pada formalitas dalam
mengatur tataran kelembagaan pemerintah, birokrasi hanya
menjadi permainan dalam sentral kelembagaan saja. Bahkan
bisa dikatakan hanya “teori kebijakan” tidak menyentuh pada
hakikat kepribadian moral yang seutuhnya. Dengan demikian,
perlu adanya manajemen moral oleh para penguasa dan
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penegak hukum, sebagaimana yang dicontohkan oleh
Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, khususnya yang telah
dicontohkan oleh khalifah Umar r.a.

Selama para penegak hukum dan para pejabat negara rakus
dan silau akan harta benda dan kemewahan, tidak menutup
kemungkinan tidak akan bisa menjadi bijak dan adil karena
kacaunya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini diakibatkan
adanya krisis moral para penguasa akan harta yang sebenarnya
bukan menjadi hak miliknya.
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